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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Baca PANSUS Hal. 7

KONSISTEN TERAPKAN BUDAYA SAFETY

PLN UP2D 
Suluttenggo Raih 

Penghargaan 
SMK3 di Bulan K3 

Nasional 2026

PT Vale IGP Pomalaa Target Produksi
300 Ribu Ton Limonit per Bulan

Pansus DPRD Parigi Moutong 
Bongkar Temuan Audit BPK,

Dorong Setoran Sisa Rp1,5 Miliar

Puasa: Reset Eksistensi, Upgrade Karakter, 
dan Glow Up Paling Real dalam Hidup

SULTENG RAYA – Ruang rapat paripurna 
di gedung DPRD Parigi Moutong, Selasa 

(3/3/2026), tak hanya dipenuhi lembaran 
laporan dan angka-angka statistik. 

Baca DI UJUNG Hal. 7

Baca SENTUHAN Hal. 7

04.44	 04.54	 18.19

04.44	 04.54	 18.19

04.44	 04.54	 18.19

TANGGAL

14 Ramadhan       |   4/3/2026

15 Ramadhan          |    5/3/2026

16 Ramadhan          |    6/3/2026

Imsak	 Subuh	 Magrib

Untuk Kota Palu dan sekitarnya.

Sumber: Kemenag Sulteng***

Di Ujung Senja 
Ramadan, DPRD 

Parigi Moutong Bagi 
Ratusan Takjil

Sentuhan Humanis, 
Polres Parigi Moutong 
dan Polsek Kasimbar 

Tebar Takjil

Baca PUASA Hal. 7

Baca PLN UP2D Hal. 7

Baca PT VALE Hal. 7

RAPAT PARIPURNA dengan agenda Laporan Pansus atas LHP BPK di ruang rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa (3/3/2026). FOTO: IST

Di sana, Panitia Khusus 
(Pansus) Laporan Hasil Pe-
meriksaan (LHP) BPK RI 
membeberkan temuan atas 

kepatutan belanja daerah 
Tahun Anggaran 2025 hing-
ga triwulan III, sebuah cer-
min evaluasi bagi tata kelola 

KETUA DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh 
membagikan takjil kepada pengguna jalan di depan kantor 
DPRD Parigi Moutong, Selasa (03/03/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Menjelang azan magrib ber-
kumandang, suasana di depan Kantor DPRD Parigi 
Moutong, Selasa (03/03/2026), tampak berbeda. Di 
tengah lalu lintas yang masih ramai, pimpinan dan 
anggota dewan berdiri menyapa warga, menyerah-
kan satu per satu paket takjil kepada pengendara 
dan pejalan kaki yang melintas.

Sore itu, ratusan takjil dibagikan sebagai bagian 
dari kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan. Sen-
yum dan sapaan hangat mengiringi setiap bingkisan 
yang diterima, menciptakan suasana akrab antara 
wakil rakyat dan masyarakat.

KEGIATAN pembagian takjil di depan Mako Polsek Kasimbar, 
Senin (2/3/2026). FOTO: POLSEK KASIMBAR

SULTENG RAYA – Senja di Jalur Trans Sulawesi, 
Senin (2/3/2026), tak sekadar dipenuhi deru ken-
daraan yang berpacu dengan waktu berbuka. Di 
Desa Pangi hingga Kasimbar Selatan, tangan-tangan 
berseragam cokelat tampak menyapa ramah para 
pengendara. 

Di bawah langit yang mulai temaram, jajaran 
Polres Parigi Moutong dan Polsek Kasimbar turun 
langsung ke jalan, membagikan takjil sebagai wujud 
kepedulian di Bulan Suci Ramadan.

Sekitar pukul 17.30 WITA, personel Polres Parigi 
Moutong yang dipimpin Kabag SDM, KOMPOL I 
Gusti Nyoman Suarta, SH, bersama para Pejabat 
Utama dan anggota, menyapa pengendara roda 

keuangan Kabupaten Parigi 
Moutong.

Ketua Pansus, H. Wardi, 
dalam laporan tertulisnya 
menegaskan bahwa pemba-
hasan LHP bukan sekadar 
rutinitas administratif. 

Ia menyebutnya sebagai 
bagian dari kemitraan setara 
antara legislatif dan ekseku-
tif dalam memastikan pen-

gelolaan anggaran berjalan 
sesuai aturan.

“Ini merupakan output 
evaluasi terhadap laporan 
hasil pemeriksaan kepa-
tutan atas belanja daerah 
tahun 2025 sampai dengan 
triwulan ketiga. Kami mem-
posisikannya sebagai bagian 
integral dukungan DPRD 
kepada pemerintah daerah, 

untuk bersama-sama men-
gatasi kendala dalam pe-
natausahaan sistem keuan-
gan daerah,” ujar Wardi di 
hadapan forum paripurna.

Ia menjelaskan, pemben-
tukan Pansus merujuk pada 
amanat Pasal 5 ayat (2) huruf 
a Peraturan Menteri Dalam 

PENGANGKUTAN ore perdana di PT Vale IGP Pomalaa. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA - PT 
Vale mencatatkan penju-
alan perdana bijih nikel dari 
Indonesia Growth Project 
(IGP) Pomalaa yang me-
nandai fase penting dalam 
transisi proyek dari tahap 
konstruksi menuju fase 
operasional yang meng-
hasilkan pendapatan (re-
venue-generating phase), 
sekaligus memperkuat po-
sisi Indonesia dalam rantai 
pasok global mineral kritis.

Pada Maret 2026 ini, PT 
Vale IGP Pomalaa menar-

getkan produksi sebesar 
300.000 ton limonit per bu-
lan, atau sekitar 9.677 ton 
per hari.

Strategi produksi ini di-
namakan ramp-up; dilaku-
kan secara disiplin untuk 
memastikan keberlanjutan 
operasional serta optimalisa-
si kapasitas produksi.

Kapasitas penyimpanan 4 
Mwmt dan target produk-
si bulanan ini menjadikan 
proyek memiliki inventory 
buffer yang memadai untuk 
menjaga konsistensi suplai 

sekaligus mengurangi risiko 
gangguan operasional.

Progres Infrastruktur dan 
Efisiensi Modal Percepatan 
pembangunan infrastruk-
tur menjadi prioritas untuk 
menjaga efisiensi dan capital 
discipline.

Dengan nilai investasi ter-
integrasi sekitar Rp74,44 tri-
liun (±US$4,43 miliar), IGP 
Pomalaa merupakan salah 
satu proyek strategis yang 
memperkuat fondasi indus-
tri nikel nasional sekaligus 
meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar global.
“Dengan dukungan in-

frastruktur yang terus kami 
percepat, kami memastikan 
pencapaian target IGP Po-
malaa tetap sejalan dengan 
prinsip operational excel-

lence dan praktik pertam-
bangan berkelanjutan,” kata 
Director and Chief Project 
Officer PT Vale Indonesia 
Tbk, Muhammad Asril.

P U A S A 
bukan seka-
dar mena-
han lapar 
dan haus 
dari terbit 
fajar sam-
pai terbe-

nam matahari. Kalau hanya 
itu, maka esensinya ter-
lalu dangkal untuk sebuah 
ibadah yang dimuliakan 
dalam ajaran Muhammad. 
Puasa adalah proses reset 
eksistensi—sebuah momen 
ketika manusia berhenti se-

jenak dari ritme dunia yang 
bising untuk mendengar 
ulang suara hatinya sendiri. 
Di tengah kehidupan yang 
serba cepat, serba instan, dan 
penuh distraksi, puasa ha-
dir seperti tombol “restart” 
yang menata ulang orientasi 
hidup kita.

Di bulan Ramadan, ma-
nusia tidak hanya diuji oleh 
rasa lapar, tetapi oleh di-
rinya sendiri. Lapar han-
yalah pintu masuk. Yang 

sebenarnya diuji adalah ego, 
emosi, gengsi, dan kebiasaan 
impulsif. Kita hidup di era di 
mana semua keinginan bisa 
dipenuhi dalam hitungan 
detik—ingin makan, tinggal 
pesan; ingin hiburan, tinggal 
scroll; ingin validasi, tinggal 
unggah. Puasa datang den-
gan pesan yang kontras: ti-
dak semua yang kamu ingin-
kan harus kamu dapatkan PENGHARGAAN Sistem Manajemen Keselamatan dan Kese-

hatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
yang digelar di area PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung, 
Rabu (25/02). FOTO : PLN

SULTENG RAYA – PT PLN (Persero) Unit 
Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Sulutteng-
go kembali mengukuhkan komitmennya dalam 
mengutamakan keselamatan kerja dengan meraih 
Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) dari Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara. Penghargaan ini diserahkan dalam 
rangkaian Apel Bulan K3 Nasional Tahun 2026 
tingkat Provinsi yang digelar di area PT Pelindo 
Terminal Petikemas Bitung, Rabu (25/02).
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SULTENG RAYA - Polresta 
Palu melaksanakan inspeksi men-
dadak (sidak) dan pemantauan 
ketersediaan stok serta harga ko-
moditi pangan strategis di pasar 
tradisional Palu, Selasa (3/3/2026). 
Kegiatan itu dilakukan sebagai 
langkah menjaga stabilitas harga 
dan mengendalikan inflasi di wi-
layah Kota Palu.

Sidak tersebut dihadiri Kanit Eksus 
Ipda Qobitin Elia Rosa, tim meman-
tau langsung sejumlah komoditi 
seperti beras, minyak goreng, gula 
pasir, telur, dan cabai untuk memas-
tikan ketersediaan dan harga tetap 
terkendali.

Qobitin, menyampaikan kegiatan 
ini merupakan bagian dari upaya 
preventif kepolisian dalam mendu-
kung program pemerintah daerah 
menjaga stabilitas ekonomi masy-
arakat.

“Kami turun langsung ke pasar 
untuk memastikan stok aman dan 
harga masih dalam batas wajar, 
sehingga masyarakat tidak perlu 
khawatir,”ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak-
nya akan terus melakukan peman-
tauan secara berkala serta berkoor-
dinasi dengan instansi terkait apabila 
ditemukan indikasi penimbunan 
atau kenaikan harga yang tidak 
wajar. 

Sebelumnya, menjelang bulan suci 
Ramadan, Satgas Pangan Polresta 
Palu melakukan pengecekan dan 
monitoring ketersediaan serta harga 
bahan kebutuhan pokok di sejumlah 
pasar tradisional, pasar modern, dan 
distributor di wilayah Kota Palu, 
Minggu (15/2/2026).

Kapolresta Palu Kombes Pol Heri 
Rosena menyampaikan kegiatan 
tersebut merupakan bentuk ko-

mitmen kepolisian dalam menjaga 
stabilitas pangan di wilayah hukum 
Polresta Palu, khususnya menjelang 
Ramadan.

Ia menegaskan, pihaknya akan 
terus melakukan pengawasan guna 
mencegah praktik penimbunan mau-
pun kenaikan harga yang tidak wajar 
oleh pelaku usaha.

“Kami memastikan ketersediaan 
bahan pokok menjelang Ramadhan 
dalam kondisi aman dan harga 
tetap terkendali. Apabila ditemukan 
pelanggaran, tentu akan diproses 
sesuai ketentuan hukum yang ber-
laku,”ujarnya.

Satgas Pangan Polresta Palu akan 
melakukan pemantauan secara ber-
kala selama periode menjelang hing-
ga berlangsungnya Ramadhan guna 
menjaga stabilitas harga, kelancaran 
distribusi, serta situasi yang kondusif 
di tengah masyarakat. AMR

PERSONEL Polresta Palu, saat meninjau stok dan harga pangan di salah satu pasar tradisional di Kota Palu, Selasa(3/3/2026). 
FOTO:HUMAS POLRESTA PALU

SULTENG RAYA - Kapolsek 
Palu Selatan, AKP Muhammad 
Kasim, S.H., bersama jajaran PJU 
Polsek Palu Selatan, Bhayangkari, 
personel Bhabinkamtibmas dan 
staf, melaksanakan kegiatan sosial 
penyaluran bantuan sembako ke-
pada warga yang membutuhkan di 
Kelurahan Birobuli Selatan, Selasa 
(3/3/2026).

Kegiatan dilaksanakan di bebe-
rapa titik yakni Jalan Malaya RT 02 
RW 01, Jalan Towua RT 04 RW 01, 
serta Jalan Banteng RT 02 RW 02. 
Bantuan sembako yang disalurkan 
merupakan bentuk perhatian langs-
ung dari Kapolresta Palu kepada 
masyarakat kurang mampu di wi-
layah hukum Polsek Palu Selatan. 

Kegiatan ini diikuti pula oleh 
Bhabinkamtibmas Kelurahan Biro-
buli Selatan, Aiptu Nyoman Sutris-

no, yang mendampingi penyaluran 
agar berjalan tertib dan tepat sasa-
ran. Dalam kesempatan tersebut, 
Kapolsek menyampaikan kegiatan 
ini merupakan wujud kepedulian 
Polri terhadap kondisi sosial eko-
nomi warga.

“Kami hadir di tengah masyara-
kat bukan hanya sebagai pengayom 
keamanan, tetapi juga sebagai 
sahabat yang peduli terhadap ke-
butuhan warga,”ujarnya.

Selain itu, Kasim juga mene-
gaskan pentingnya sinergi antara 
kepolisian dan masyarakat untuk 
menciptakan situasi kamtibmas 
yang aman dan kondusif. “Polsek 
Palu Selatan akan terus berupaya 
membangun komunikasi dan kerja 
sama dengan warga agar setiap per-
masalahan bisa diselesaikan bersa-
ma dengan baik,”tambahnya. AMR

SULTENG RAYA – Semangat ber-
bagi terus digelorakan jajaran Kepoli-
sian Daerah Sulawesi Tengah selama 
bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. 
Melalui program tahunan “Ramadan 
Berbagi”, Polisi Wanita (Polwan) 
Polda Sulteng menggelar aksi sosial 
di depan Mako Polda Sulteng, Jalan 
Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, 
Kota Palu, Selasa (3/3/2026) sore.

Para srikandi Bhayangkara memba-
gikan 150 boks takjil kepada pengenda-
ra roda dua maupun roda empat seba-
gai bekal berbuka puasa. Aksi sosial ini 
dipimpin langsung oleh Pakor Polwan 
Polda Sulteng, Kompol Nurhayati, dii-
kuti oleh Polwan dari berbagai satuan 
kerja di lingkungan Polda Sulteng. 

Pelaksanaan kegiatan tetap men-
gedepankan ketertiban dan kesela-
matan berlalu lintas, sehingga arus 
kendaraan tetap lancar dan kondusif. 
Tak hanya berbagi takjil, Polwan 
Polda Sulteng juga menyalurkan ban-
tuan paket sembako ke Panti Asuhan 
Tondonja dan Panti Asuhan Yayasan 
Al-Anshar. 

Bantuan tersebut diberikan sebagai 
bentuk kepedulian serta dukungan 
kepada anak-anak panti asuhan 
dalam menyambut bulan penuh 
berkah. Masyarakat yang menerima 
takjil maupun bantuan sosial tampak 
antusias dan menyampaikan apresia-
si atas kepedulian yang ditunjukkan 
para Polwan. 

Nurhayati mengatakan, selain 
membantu meringankan kebutuhan 
berbuka puasa, kegiatan ini juga 
menjadi sarana mempererat hubun-
gan antara Polri dan masyarakat. 
Menurutnya, melalui “Ramadan 
Berbagi”, Polwan Polda Sulawesi 
Tengah berharap dapat terus me-
numbuhkan semangat empati, mem-
perkuat silaturahmi, serta mening-
katkan kepercayaan masyarakat 
terhadap Polri sebagai pelindung, 
pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Ramadan bukan hanya momen-
tum untuk meningkatkan kualitas 
ibadah, tetapi juga memperkokoh 
nilai kebersamaan dan solidaritas 
sosial,”ujarnya. AMR

SULTENG RAYA – Ke-
pala Kepolisian Resor Sigi, 
AKBP Kari Amsah Ritonga, 
memimpin langsung peme-
riksaan urine mendadak 
terhadap personel Polres 
Sigi usai apel pagi, belum 
lama ini. Kegiatan tersebut 
menjadi wujud komitmen 
bersama dalam menjaga 
integritas, profesionalitas, 
dan kedisiplinan anggota 
Polri.

Langkah tersebut me-
rupakan tindak lanjut atas 
arahan Kapolri, Listyo Sigit 
Prabowo, kepada seluruh 
jajaran agar konsisten mem-
perkuat pengawasan inter-
nal serta memastikan tidak 
ada anggota yang terlibat 
dalam penyalahgunaan nar-
kotika.

Pemeriksaan itu dihadiri 
Wakapolres Sigi, Kompol 
Wawan Setiyono. Tes urine 
diikuti para Pejabat Utama 
(PJU) dan personel Polres 
Sigi sebagai langkah anti-
sipatif dan bentuk penga-
wasan internal guna me-
mastikan seluruh anggota 
terbebas dari penyalahgun-
aan narkotika.

Pemeriksaan berlangsung 
di Klinik Sidokkes Polres 
Sigi oleh fungsi Propam 
serta melibatkan personel 
Dokkes untuk menjamin 
pelaksanaan berjalan sesuai 
prosedur dan standar yang 
berlaku. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan, seluruh perso-
nel yang mengikuti tes urine 
dinyatakan negatif dari pen-
yalahgunaan narkotika.

Kari Amsah menegaskan 
bahwa kegiatan tersebut 
merupakan wujud nyata 
komitmen institusi dalam 
menjaga marwah organisasi.

“Tes urine ini kami laku-
kan kepada PJU dan per-
sonel sebagai bentuk pen-
gawasan dan pencegahan 
dini. Tidak ada ruang bagi 
penyalahgunaan narkotika 
di lingkungan Polres Sigi,” 
tegasnya.

Ia menambahkan, pe-
negakan hukum terhadap 
penyalahgunaan narkoba 
harus dimulai dari internal 
Polri agar dapat menjadi 
teladan dalam kedisiplinan 
dan integritas, sehingga ke-
percayaan publik terhadap 
institusi kepolisian tetap 
terjaga. AMR

Kapolres Sigi 
Lakukan Tes Urine 

Mendadak Bagi Personel 

Polresta Palu Sidak 
Stok dan Harga 
Pangan di Pasar

SEJUMLAH ibu Bhayangkari Polsek Palu Selatan, saat menyalurkan bantuan 
sembako kepada warga Kelurahan Birobuli Selatan, Selasa (3/3/2026). FOTO:DOK.

POLSEK PALU SELATAN

Warga Birobuli 
Selatan Terima 

Bantuan Sembako

KAPOLRES Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga bersama sejumlah PJU, saat melakukan pemeriksaan 
urine narkoba, belum lama ini. FOTO: HUMAS POLRES SIGI 

SEJUMLAH Polwan Polda Sulteng, saat membagikan bantuan kepada panti asuhan di Kota Palu, Selasa (3/3/2026). FOTO: HUMAS 

POLDA SULTENG 

Polwan Peduli Sesama 
Melalui ‘Ramadan Berbagi’ 
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Kegigihan para pebalap 
lulusan Astra Honda Racing 
School (AHRS) ini jelas terli-
hat. Podium ketiga berhasil 
diraih oleh Bintang Pranata 
Sukma pada balapan perta-
ma dan posisi kelima dalam 
balapan kedua. Bintang Pra-
nata Sukma, Resky Yusuf, 
Maulana Malik, dan Muh 
Badly Ayatullah memiliki 
motivasi tinggi dalam me-
naklukan sirkuit Chang di 
putaran awal IM4AC yang 
digelar dalam 15 lap. 

Sesi kualifi kasi membuat 
Bintang start dari posisi ke-
lima, Resky keempat, Badly 
ke-11 dan Maulana ke-14. 
Di balapan pertama (28/2), 
pada lima lap pertama, keti-
ga pebalap binaan PT Astra 
Honda Motor (AHM) yakni 
Bintang, Resky dan Badly 
mampu bersaing di posisi 
podium, namun ketatnya 
persaingan membuat posisi 
terus berubah. Mereka pun 

terus bertahan dengan me-
lakukan manajemen ban dan 
fokus terhadap strategi yang 
akan dieksekusi.

Memasuki lap akhir, mo-
tivasi tiap pebalap semakin 
tinggi. Serangan dalam be-
berapa sektor pun dilaku-
kan. Bintang dan Resky 
terus memacu NSF250R, be-
rusaha menyelinap di antara 
pebalap rivalnya. Memasuki 
tikungan akhir, fokus peba-
lap dalam melakukan titik 
pengereman diuji. Bintang 
yang berada di posisi lima, 
menusuk masuk lewati dua 
pebalap di depannya dan 
melakukan cornering yang 
mulus. Podium ketiga men-
jadi milik Indonesia. Dalam 
balapan ini, Resky fi nish di 
posisi ke-10, Badly ke-14 dan 
Maulana ke-15.

Pada balapan kedua yang 
berlangsung Minggu (1/3), 
Bintang memulai jalannya 
balapan pada posisi lima 

PEBALAP muda Indonesia yang tampil kompetitif pada putaran pertama ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC). FOTO: DOK HONDA

Pebalap Muda Astra 
Honda Tampil Kencang 

di Laga Pembuka Moto4 
Asia Cup Buriram

SULTENG RAYA – Pebalap muda Indone-
sia tampil kompetitif pada putaran pertama 
ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 
yang berlangsung di Chang International 
Circuit, Buriram Thailand pada tanggal 28 
Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026.

dan langsung memimpin 
jalannya balapan. Memasuki 
lap kedua Badly dan Resky 
bersaing di posisi lima besar, 
sementara Maulana berupa-
ya masuk dalam persaingan 
10 besar. Terlihat dalam 
persaingan di balapan kedua 
ini setiap pebalap memiliki 
strategi tersendiri dengan 
menjaga ritme balapnya. Po-
sisi podium terus berubah, 
Badly dan Resky sempat 
memimpin.

Persaingan memasuki 
lap akhir, tensi meninggi, 
Bintang dan Badly sempat 
melebar dan terlempar dari 
perebutan posisi podium. 
Petaka, Resky menabrak 
pebalap lain hingga terja-
tuh dan harus kembali ke 
paddock lebih awal. Bintang 
finish di posisi keempat 
namun ia terkena penalti se-
hingga harus turun 1 posisi, 
sementara Badly finish di 
posisi enam, dan Maulana di 
posisi 14. Hasil ini membuat 
Bintang berada di posisi 
empat klasemen sementara 
dengan 27 poin, Badly di 
posisi 10 (12 poin), Resky di 
posisi 13 (6 poin), dan Mau-
lana di posisi 17 (3 poin).

“Alhamdulillah, round 
pertama Moto4 Asia Cup su-
dah selesai, perjalanan race 

dua tadi cukup menantang. 
Beberapa kali saya mencoba 
mencuri posisi podium bah-
kan terdepan, sayang di lap 
akhir banyak insiden yang 
membuat saya tertahan dan 
terlibat insiden hingga harus 
turun 1 posisi menjadi ke-5. 
Terimakasih atas dukungan-
nya, saya akan mempersiap-
kan diri lebih baik lagi di seri 
Qatar,” ujar Bintang. Gene-
ral Manager Marketing Plan-
ning and Analysis AHM, 
Andy Wijaya menyatakan 
apresiasi atas kegigihan 
yang ditampilkan oleh pe-
balap-pebalap belia lulusan 
AHRS di putaran pertama 
ajang IM4AC 2026.

“Para pebalap muda 
mampu menampilkan per-
tarungan yang kompetitif 
dalam bersaing dengan pe-
balappotensial Asia lainnya. 
Hal ini tentu menjadi bekal 
positif bagi mereka. Melalui 
semangat Satu Hati, kami 
akan terus mendukung me-
reka untuk tumbuh sebagai 
pebalap yang berprestasi 
dan membanggakan bang-
sa,” ujar Andy.

Gelaran IM4AC akan 
kembali berlangsung pada 
bulan April mendatang dan 
dilaksanakan di Lusail Inter-
national Circuit, Qatar.*/YAN

SULTENG RAYA  – Ke-
pala Pelaksana BPBD Ka-
bupaten Tolitoli, Abdullah 
Haruna, menegaskan bahwa 
informasi yang beredar di 
media sosial terkait prediksi 
gempa megathrust besar 
akan terjadi di seluruh In-
donesia pada tahun 2026 
adalah tidak benar atau 
hoaks.

Menurutnya, kabar terse-
but mencatut nama BMKG 
tanpa dasar. Ia menegaskan 
bahwa BMKG tidak pernah 
menyampaikan prediksi 
waktu pasti terjadinya gem-
pa bumi.

“Dalam ilmu pengetahu-
an dan teknologi saat ini, 
belum ada metode yang 
mampu memprediksi secara 
tepat kapan, di mana, dan 
seberapa besar gempa akan 
terjadi,” ujar Abdullah di 
Kabupaten Tolitoli.

Ia menjelaskan, BMKG 
secara rutin melakukan pe-
mantauan aktivitas seis-
mik di seluruh wilayah 
Indonesia, mengkaji po-
tensi sumber gempa, serta 
menyampaikan informasi 
resmi berbasis data ilmiah. 
Namun, kajian potensi gem-
pa berbeda dengan prediksi 
waktu kejadian.

“Informasi potensi gem-
pa bertujuan untuk me-
ningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat, bukan untuk 
menimbulkan kepanikan,” 
tegasnya.

BPBD Tolitoli mengimbau 
masyarakat agar tidak mu-
dah percaya pada informasi 
yang tidak jelas sumbernya. 

FOTO: IST

Hoaks Megathrust 2026 Beredar, BPBD Tolitoli 
Tegaskan Tidak Ada Prediksi Gempa dari BMKG

Warga diminta untuk selalu 
memeriksa kebenaran in-
formasi melalui kanal resmi 
BMKG, baik melalui situs 
resmi maupun akun media 
sosial resminya.

Selain itu, masyarakat 
diingatkan untuk mening-
katkan kesiapsiagaan ben-
cana dengan memahami 
jalur evakuasi, mengikuti 
simulasi kebencanaan, dan 
memastikan keluarga memi-
liki rencana darurat.

“Bijak bermedia sosial dan 
selalu cek sumber informasi. 
Jangan ikut menyebarkan 
hoaks karena bisa menim-
bulkan keresahan di masy-
arakat,” jelas Abdullah.

BPBD Tolitoli juga me-
mastikan terus berkoordina-
si dengan BMKG dan peme-
rintah daerah dalam peman-
tauan aktivitas seismik guna 
memastikan masyarakat 
mendapat informasi yang 
akurat dan terpercaya. TAM

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka menyemarakkan 
Bulan Suci Ramadan 1447 
H, Pangdam XXIII/Palaka 
Wira (PW), Mayjen TNI J. 
Binsar Parluhutan Sianipar 
yang diwakili Kasdam XXI-
II/Palaka Wira Brigjen TNI 
Agus Sasmita, menghadiri 
acara buka puasa bersama 
yang digelar oleh Wakil 
Gubernur Sulawesi Tengah, 
Sabtu (28/2/2026), di Rum-

ah Jabatan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah, Jalan Wol-
ter Monginsidi, Palu.

Kegiatan yang berlangs-
ung hangat dan penuh ke-
bersamaan ini diawali den-
gan tausiah Ramadan oleh 
Ketua Forum Kerukunan 
Umat Beragama Provinsi Su-
lawesi Tengah, Prof. Dr. KH. 
Zainal Abidin, M.Ag. Dalam 
ceramahnya, dirinya menga-
jak seluruh hadirin menjadi-

KASDAM XXIII/Palaka Wira, Brigjen TNI Agus Sasmita, saat 
menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar oleh Wakil 
Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (28/2/2026), di Rumah Jabatan 
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Wolter Monginsidi, Palu. 
FOTO: PENDAM XXIII/PW

Buka Puasa Bersama, Kodam XXIII/PW 
dan Pemprov Sulteng Kokohkan Kebersamaan

kan momentum Ramadan 
sebagai sarana mempererat 
ukhuwah, meningkatkan 
keimanan, serta memper-
kuat sinergi demi menjaga 
kerukunan dan kedamaian 
di Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Ten-
gah dalam sambutannya 
menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih atas ke-
hadiran seluruh undangan. 
Ia menegaskan bahwa ke-
bersamaan di bulan suci ini 
menjadi energi positif untuk 
memperkokoh semangat 
membangun daerah. Mo-
men ini juga terasa istimewa 
karena bertepatan dengan 
lebih dari satu tahun masa 
pengabdian kepemimpi-
nan di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kehadiran Kodam 
XXIII/Palaka Wira dalam 
kegiatan ini menjadi wujud 
nyata komitmen TNI dalam 
mempererat sinergi/keber-
samaan dengan Pemerintah 
Daerah serta seluruh elemen 
masyarakat di wilayah Sula-
wesi Tengah.

Acara berlangsung khid-
mat dan diakhiri dengan doa 
bersama serta buka puasa 
yang diikuti seluruh tamu 
undangan dalam suasana 
penuh keakraban dan keke-
luargaan.*/YAT

SULTENG RAYA - Wa-
nita Hindu Dharma In-
donesia (WHDI) Provinsi 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
melaksanakan anjangsana 
yang dirangkaikan dengan 
berbagi tali kasih kepada 
Anak Binaan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Palu, Jumat 
(27/2/2026). 

Kegiatan ini merupakan 
bagian dari peringatan Hari 
Ulang Tahun WHDI ke-38 
yang mengusung tema 
“WHDI Peduli Anak.”

Kegiatan yang berlangs-
ung di Ruang Pendidikan 
LPKA Kelas II Palu sejak 
pukul 09.30 wita tersebut, 
disambut hangat oleh jaja-
ran LPKA Palu dan seluruh 
Anak Binaan. Acara diawali 
dengan pembukaan, kemu-
dian sambutan dari Kepala 
LPKA Palu yang diwakili 
Kepala Seksi Registrasi dan 
Klasifi kasi, Parlan Rosiaji 
Putra.

Dalam sambutannya, 
Parlan menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 

kepada Ketua WHDI Pro-
vinsi Sulteng, Ni Made 
Anggreniyati, beserta ja-
jaran pengurus yang telah 
hadir dan berbagi kasih. Ia 
menegaskan bahwa Anak 
Binaan merupakan genera-
si muda yang tengah men-
jalani proses pembinaan 
dan sangat membutuhkan 
perhatian, bimbingan, ser-
ta dukungan moral dari 
berbagai pihak. “Keha-
diran WHDI menjadi ben-
tuk nyata kepedulian sosial 
yang memberikan motivasi 
dan semangat bagi anak 
binaan untuk terus belajar, 
memperbaiki diri, dan me-
natap masa depan dengan 
optimistis,” kata Parlan.

Dalam kegiatan ini, ia 
juga berharap sinergi anta-
ra WHDI dan LPKA Kelas 
II Palu dapat terus terjalin 
dengan baik ke depannya.

Sementara, Ketua WHDI 
Provinsi Sulteng dalam 
sambutannya menyam-
paikan terima kasih kepa-
da pihak LPKA Palu atas 
kesempatan yang diberi-

kan untuk berbagi kasih 
bersama Anak Binaan. Ia 
memberikan pesan moti-
vasi agar para Anak Binaa 
tetap semangat menjalani 
masa pembinaan, tidak 
menyerah pada keadaan, 
serta terus berupaya meraih 
cita-cita dan masa depan 
yang lebih baik.

Sebagai bentuk kepeduli-
an, jajaran WHDI menyer-
ahkan bingkisan tali kasih 
kepada seluruh  Anak Bi-
naan. Kegiatan kemudian 
ditutup dengan sesi foto 
bersama sebagai wujud 
kebersamaan dan doku-
mentasi.

Seluruh rangkaian ke-
giatan berlangsung aman, 
tertib, dan kondusif. Me-
lalui kegiatan ini, LPKA 
Palu dan WHDI Provinsi 
Sulteng berharap dapat 
terus berkolaborasi dalam 
memberikan dampak posi-
tif dan semangat baru bagi 
Anak Binaan dalam men-
jalani proses pembinaan 
dan menata masa depan 
yang lebih baik.*/YAT

WHDI Sulteng Tebar Kepedulian, Berbagi 
Tali Kasih untuk Anak Binaan LPKA Palu
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Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dengan perantara Kantor Pelayanan Negara  dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan lelang atas  
Barang Milik Daerah berupa : 

Nomor Nilai Limit Uang Jaminan LOKASI KENDARAAN 

1 633.000 316.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

2 292.000 146.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

3 365.000 182.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

4 633.000 316.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

5 633.000 316.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

6 292.000 146.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

7 538.000 269.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

8 412.000 206.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

9 372.000 186.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

10 439.000 219.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

11 298.000 149.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

12 618.000 309.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

13 184.000 92.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

14 285.000 142.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

15 1.000.000 500.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

16 15.137.000 7.568.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

17 27.410.000 13.705.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

18 28.781.000 14.390.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

19 20.738.000 10.369.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

20 22.121.000 11.060.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

21 6.160.000 3.080.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

22 425.998.000 42.599.800 Jalan Baru

23 189.481.000 37.896.200 Jalan Baru

24 557.000 278.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

25 119.155.000 23.831.000 Jalan Baru

26 19.950.000 9.975.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

27 15.996.000 7.998.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

28 271.000 135.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

29 14.355.000 7.177.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

30 223.000 111.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

31 184.000 92.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

32 179.000 89.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

33 226.000 113.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

34 272.000 136.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

35 179.000 89.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

36 204.000 102.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

37 17.285.000 8.642.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

38 226.000 113.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

39 310.000 155.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

40 854.000 427.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

41 11.312.000 5.656.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

42 27.512.000 13.756.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

43 19.140.000 9.570.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

44 18.893.000 9.446.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

45 195.000 97.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

46 285.000 142.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

47 30.274.000 15.137.000 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

48 21.041.000 10.520.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

Objek

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 ISS, tahun 2013, nomor polisi DN 2427 D, nomor rangka 
MH1JFF110DK173289, nomor mesin JFF1E1169871, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2009, nomor polisi DN 142 D/ DN 1095 D, nomor rangka 
MHFE2CJ2J9K011377, nomor mesin DBG9231, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya

1 (satu) buah SCRAP Motor Grader GDR31RC-3A, tahun 2009, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Mobil Nisan Terano King, tahun 2005, nomor polisi DN 35 D, nomor rangka WD21M73917, 
nomor mesin Z24976364Y, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin, tahun 2014, nomor polisi DN 8860 D, nomor rangka 
MNBLMFF20EW279455, nomor mesin P5AT1108646, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, tahun 2009, nomor polisi DN 1050  D, nomor rangka 
MHFM1CA4J9K021723, nomor mesin DBE7820, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz, tahun 2014, nomor polisi DN395 / DN 107 D, nomor rangka 
MHKM1CA4JEK067331, nomor mesin DEF8400, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FL 125 SD, tahun 2008, nomor polisi DN 6171 DA, nomor rangka 
MH8BF45CA8J143052, nomor mesin F496ID206451, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride, tahun 2013, nomor polisi DN 2359 D, nomor rangka 
MH32BU001DJ052167, nomor mesin 2BU-052179, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Ford Base 2.5 L 4X4 MT, tahun 2008, nomor polisi DN 8850 DY, nomor rangka 
MNBBSFF40BW774871, nomor mesin WLTA1150095, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki 125 SD, tahun 2007, nomor polisi DN 6079 DA, nomor rangka 
MH8BF45CA7J-130828, nomor mesin F496-ID-161665, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun FL RCD, tahun 2009, nomor polisi DN 6448 DA, nomor rangka 
MH8BF45DA9J262105, nomor mesin F496-ID-326818, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Tiger, tahun 2007, nomor polisi DN 6921 D, nomor rangka 
MHIHC21187K030366, nomor mesin MC21E1030557, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF100TD, tahun 2007, nomor polisi DN 6100 DA, nomor rangka 
MH1HB62167K235226, nomor mesin HB62E-1223136, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio,  tahun 2011, nomor polisi DN 6181 DB, nomor rangka 
MH328D40DBJ432678, nomor mesin 28D-3432755, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJ, tahun 2014, nomor polisi DN 2520 D, nomor rangka 
MH32BJ003EJ413436, nomor mesin 2BJ-413540, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2008, nomor polisi DN 6358 DA, nomor rangka 
MH31570058K493970, nomor mesin 157-494273, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, tahun 2012, nomor polisi DN 6190 DB, nomor rangka 
MH314D205CK380447, nomor mesin 14D-1377765, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Mobil Toyota New Kijang Innova, tahun 2014, nomor polisi DN 13 D, nomor rangka 
MHFXW40GXE4085866, nomor mesin 1TR777298A, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2016, nomor polisi DN 1035 D, nomor rangka 
MHFE2CK3JGK036704, nomor mesin 3SZDFU6741, BPKB tidak ada STNK tidak ada , kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Non CBS F1 NC11BF1D AT, tahun 2014, nomor polisi DN 2534 D, 
nomor rangka MH1JFD234EK376787, nomor mesin JFD2E-3369511, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa 
1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, tahun 2009, nomor polisi DN 1042 D, nomor rangka 
MHFM1CA4J9K023904, nomor mesin DBG0368, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2009, nomor polisi DN 6406 DA, nomor rangka 
MH328D00B9J783962, nomor mesin 28D-784315, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick UP, tahun 1999, nomor polisi DN 8102 D, nomor rangka 
MHDESC413KJ200458, nomor mesin 1CJ69055, BPKB tidak ada STNK tidak ada , kondisi apa adanya
1 (satu) unit Speed Boat / Motor Tempel Speed Boat, tahun 2016, Bukti Kepemilikan tidak ada , kondisi apa 
adanya
1 (satu) unit Speed Boat / Motor Tempel Kapal Fiber Bus Air KM BAU Karanjungi, tahun 2014, Bukti 
Kepemilikan tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, tahun 2009, nomor polisi DN 6484 DA, nomor rangka 
MH314D0039K555882, nomor mesin 14D-556242, BPKB tidak ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan Napoleon / Speed Boat Napoleon, Bukti Kepemilikan tidak ada, 
kondisi apa adanya

1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2009, nomor polisi DN 25 D, nomor rangka MHFE2CJ2J8K005881, 
nomor mesin DAL0105, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Isuzu, tahun 1986, nomor polisi DN 8901 D, nomor rangka 
1685988, nomor mesin 80801, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Toyota, tahun 2007, nomor polisi DN 8900 D, nomor rangka 
Z373300868, nomor mesin DA11J111496, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Bus Toyota Dyna, tahun 2011, nomor polisi DN 7721 D, nomor rangka MHFC1JU41B5021791, 
nomor mesin W04DTPJ17785, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Bus Toyota Dyna, tahun 2011, nomor polisi DN 7722 D, nomor rangka MHFC1JU41B5021872, 
nomor mesin W04DT-PJ177821, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder, tahun 2006, nomor polisi DN 5017 DF, nomor rangka 
5A6J31296, nomor mesin F405-1D3133, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win MCB, tahun 2004, nomor polisi DN 6797 D, nomor rangka 
MH1HABD184K062622, nomor mesin HABDE-1061640, BPKB tidak ada  STNK tidak ada, kondisi apa 
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF, tahun 2007, nomor polisi DN 6029 DA, nomor rangka 
MH1JB621B6K029132, nomor mesin JB62E-1027597, BPKB tidak ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12AF2CB1 AT, tahun 2014, nomor polisi DN 2431 D, nomor rangka 
MH1JFB128EK202637, nomor mesin JFB1E-2148062, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda 15A1RR, tahun 2012, nomor polisi DN 6551 DA, nomor rangka 
MHIKC3113CK235696, nomor mesin KC31E12345491, BPKB tidak ada STNK tidak ada , kondisi apa adanya

1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun, tahun 2008, nomor polisi DN 6175 DA, nomor rangka 
MH8BF45CA8J138579, nomor mesin F496ID186437, BPKB tidak ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1 KP AT, tahun 2014, nomor polisi DN 2517 D, nomor rangka 
MH31KP00CEJ746904, nomor mesin 1KP-746968, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win, tahun 2004, nomor polisi DN 6775 D, nomor rangka 
MH1HABD134K062673, nomor mesin HABDE-1061966, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun FL RCD, tahun 2009, nomor polisi DN 6460 DA, nomor rangka 
MH8BF45DA9J261080, nomor mesin F496-ID-325533, BPKB tidak ada  STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash, tahun 2011, nomor polisi DN 6145 DB / DN 2220 D, nomor 
rangka MH8BE4DUABJ215952, nomor mesin E4701D232250, BPKB ada  STNK ada, kondisi apa adanya

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1, tahun 2014, nomor polisi DN 4404 D, nomor rangka 
MH31DY008EJ261627, nomor mesin 1DY261640, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun, tahun 2008, nomor polisi DN 6169 DA, nomor rangka 
MH8BF45CA8J137163, nomor mesin F496ID180333, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan, tahun 2012, nomor polisi DN 6224 DB, nomor rangka 
MH8BE4DUACJ306103, nomor mesin E470ID334799, BPKB ada STNK tidak ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1, tahun 2014, nomor polisi DN 4412 D, nomor rangka 
MH31DY008EJ227619, nomor mesin 1DY227552, BPKB ada STNK ada, kondisi apa adanya
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1, tahun 2014, nomor polisi DN 4243 D, nomor rangka 
MH31DY008EJ260273, nomor mesin 1DY260296, BPKB tidak ada STNK ada, kondisi apa adanya
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SEKRETARIAT DAERAH
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53 49.000 24.500 Jalan mohammad 
Bantilan No 1

Persyaratan Lelang

2. syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas
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Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang 
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1 (satu) buah SCRAP Suzuki Titan, tahun 2010, nomor polisi DN 6046 DB, nomor rangka 
MH8BE4DUAAJ123141, kondisi apa adanya
1 (satu) buah SCRAP Suzuki Titan, tahun 2010, nomor polisi DN 6023 DB, nomor rangka 
MH8BE4DUAAJ128472, kondisi apa adanya

1 (satu) buah SCRAP Yamaha Mio, tahun 2009, nomor polisi DN 6429, kondisi apa adanya

1. peserta Lelang  memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id 

1 (satu) buah SCRAP Yamaha Byson, tahun 2011, nomor polisi DN 6543 DA, nomor rangka 
MH345P001BK077310, kondisi apa adanya
1 (satu) buah SCRAP Yamaha Jupiter Z, tahun 2005, nomor polisi DN 6279 D, nomor rangka 
MH35TP0065K666563, kondisi apa adanya

"Korlantas Polri meng-
gunakan teknologi digi-
tal saat akan melakukan 
manajemen rekayasa lalu 
lintas, baik alih arus, baik 
penjagaan, hingga con-
trafl ow, one way nasional 
dan seterusnya," kata Agus 
dalam keterangannya yang 
diterima di Jakarta, Ahad 
(2/3/2026).

Jenderal polisi bintang 
dua itu menjelaskan, pene-
rapan contrafl ow saat arus 
mudik dan balik dilakukan 
berdasarkan parameter ter-
tentu guna memastikan 
kebijakan tersebut tepat 
sasaran dan efektif memper-
lancar arus kendaraan. "Re-
kayasa lalu lintas contrafl ow 
inipun juga ada parame-
ter-parameter bagaimana 
kami mengeksekusi, sehing-
ga kami bisa memperlancar 
perjalanan para pemudik, 
dan termasuk arus mudik," 
ujarnya.

Menurut dia, salah satu 
parameter yang digunakan 
adalah jumlah kendaraan 
per jam yang terpantau me-
lalui radar dan sistem traffi c 

counting. Parameter ini, 
lanjut dia, terlihat dari radar, 
bila satu jam berturut-turut 
jumlah kendaraan 4.500 
hingga 5.000 dalam satu jam, 
maka diberlakukan contraf-
low lajur 1. "Demikian juga 
apabila sudah 6.400, ini juga 
akan kami melakukan con-
trafl ow lajur 2," terangnya.

Selain itu, kebijakan one 
way nasional maupun one 
way sepenggal juga akan di-
terapkan berdasarkan pem-
baruan data pemantauan 
lalu lintas secara real time. 
"Kami akan melakukan one 
way nasional atau one way 
sepenggal di wilayah one 
way nasional. Tentunya up-
date terakhir dari teknologi 
pemantau arus lalu lintas, 
baik itu melalui drone pre-
sisi, juga radar yang ada di 
Jasa Marga," katanya.

Sementara itu, pihaknya 
juga sudah menyiapkan ske-
ma apabila traffi c counting 
menunjukkan angka yang 
sangat tinggi dan contrafl ow 
dua lajur telah diterapkan, 
maka opsi one way nasio-
nal akan diberlakukan. Dia 

SEJUMLAH kendaraan melintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (4/4/2025). FOTO: ANT

Rekayasa Arus Mudik 2026 
Akan Gunakan Teknologi Digital

SULTENG RAYA - Korps Lalu Lintas (Kor-
lantas) Polri mematangkan skema rekayasa 
lalu lintas di jalan tol saat arus mudik Idul 
Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, yang didu-
kung teknologi digital guna memastikan 
kelancaran perjalanan masyarakat. Kepala 
Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho me-
negaskan kesiapannya dalam mengelola arus 
lalu lintas di jalan tol saat puncak arus mudik 
dan arus balik.

menekankan apabila traffi c 
counting sudah cukup ting-
gi, termasuk contraflow 2 
lajur, akan dibuka one way 
nasional. "Itulah cara-ca-
ra Korlantas hadir bekerja 
menggunakan teknologi 
dan update traffi c counting, 
termasuk flow di bidang 
lintas akan kami hitung den-
gan cara-cara teknologi," te-
rangnya. Agus menegaskan, 
Korlantas Polri tidak hanya 
memberikan imbauan, teta-
pi bekerja berbasis sistem 

data dan teknologi secara 
real time untuk menjamin 
kelancaran dan keamanan 
masyarakat selama periode 

mudik. "Tentunya Korlantas 
Polri bukan hanya mengim-
bau, tetapi hasil dari sistem 
yang kami bangun berbasis 

data dan teknologi yang real 
time agar mudik balik itu 
lancar," katannya.

"Negara hadir untuk me-

mastikan aman di bidang 
kriminalitas, lancar di bi-
dang arus lalu lintas," kata 
Agus menambahkan.RPB

SULTENG RAYA - Harga 
minyak melonjak tajam saat 
perdagangan dibuka pada 
Ahad (1/3/2026), menyusul 
serangan Amerika Serikat 
(AS) dan Israel terhadap 
Iran serta serangan balasan 
ke Israel dan instalasi mi-
liter AS di kawasan Teluk. 
Eskalasi tersebut memicu 
gangguan pada rantai pasok 
energi global.

Pelaku pasar memperkira-
kan pasokan minyak dari 
Iran dan kawasan Timur 
Tengah berpotensi melam-
bat atau bahkan terhenti. 
Serangan di berbagai ti-
tik, termasuk terhadap dua 
kapal yang melintas di Selat 
Hormuz, jalur sempit di mu-
lut Teluk Persia, membatasi 
kemampuan negara-negara 
pengekspor untuk mengirim 
minyak ke pasar global.

Serangan berkepanjangan 
berpotensi mendorong ke-
naikan harga minyak men-
tah dan bensin, menurut 
para analis energi.

Minyak mentah West 
Texas Intermediate (WTI), 
patokan utama di AS, diper-
dagangkan sekitar 72 dolar 

AS per barel pada Ahad 
malam, naik sekitar 8 persen 
dari posisi 67 dolar AS pada 
Jumat, berdasarkan data 
CME Group.

Sementara itu, minyak 
mentah Brent, patokan in-
ternasional, diperdagang-
kan sekitar 79 dolar AS per 
barel, naik sekitar 8 persen 
dari level 72,87 dolar AS 
pada Jumat, yang saat itu 
merupakan posisi tertinggi 
dalam tujuh bulan terakhir, 
menurut data FactSet.

Kenaikan harga energi 
global berpotensi membuat 
konsumen membayar lebih 
mahal untuk bahan bakar 
dan kebutuhan pokok, di 
tengah tekanan infl asi yang 
masih tinggi di berbagai 
negara.

Sekitar  15 juta barel 
minyak mentah per hari, 
atau sekitar 20 persen pa-
sokan minyak dunia, me-
lewati Selat Hormuz, men-
jadikannya titik penyem-
pitan (chokepoint) paling 
krusial dalam perdagangan 
minyak global, menurut 
Rystad Energy. Kapal tanker 
yang melintasi selat tersebut 

ILUSTRASI kilang minyak. Harga minyak melonjak tajam saat perdagan-
gan dibuka pada Ahad (1/3/2026), menyusul serangan Amerika Serikat 
(AS) dan Israel terhadap Iran serta serangan balasan ke Israel dan instalasi 
militer AS di kawasan Teluk.FOTO: REUTERS

Harga Minyak Naik 8 Persen 
Usai Serangan AS-Israel ke Iran

mengangkut minyak dan 
gas dari Arab Saudi, Kuwait, 
Irak, Qatar, Bahrain, Uni 
Emirat Arab (UEA), serta 
Iran.

Iran sebelumnya sempat 
menutup sebagian wilayah 
Selat Hormuz pada per-
tengahan Februari dalam 
rangka latihan militer. Lang-
kah itu sempat mendorong 
harga minyak naik sekitar 6 
persen dalam beberapa hari 
berikutnya.

Di tengah situasi tersebut, 
delapan negara anggota 
OPEC+ mengumumkan pe-
ningkatan produksi minyak 
mentah. Organisasi Ne-
gara-negara Pengekspor 
Minyak (OPEC) dalam per-
temuan yang telah dijad-
walkan sebelum perang 
menyatakan produksi akan 
dinaikkan sebesar 206 ribu 
barel per hari pada April, 
lebih tinggi dari perkiraan 
analis.

Negara-negara yang me-
ningkatkan produksi antara 
lain Arab Saudi, Rusia, Irak, 
Uni Emirat Arab, Kuwait, 

Kazakhstan, Aljazair, dan 
Oman.

“Sekitar seperlima paso-
kan minyak global melewati 
Selat Hormuz, arteri vital 
perdagangan dunia. Karena 
itu, pasar lebih mengkha-
watirkan kelancaran arus 
pasokan dibandingkan ka-
pasitas cadangan di atas 
kertas,” ujar Wakil Presiden 
Senior dan Kepala Analisis 
Geopolitik Rystad Energy, 
Jorge León.

Ia menambahkan, jika 
arus pasokan melalui Teluk 
terganggu, tambahan pro-
duksi hanya akan membe-
ri dampak terbatas dalam 
jangka pendek. Akses ter-
hadap jalur ekspor menjadi 
jauh lebih penting diban-
ding target produksi semata.

Iran mengekspor sekitar 
1,6 juta barel minyak per 
hari, sebagian besar ke Chi-
na. Jika ekspor tersebut ter-
ganggu, China kemungki-
nan harus mencari pasokan 
alternatif, yang berpotensi 
semakin mendorong kenai-
kan harga energi global.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

BANYAK negara meradang sete-
lah Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump mengu-
mumkan pemberlakuan tarif 

dasar universal 10% pada semua impor ke 
negeri itu mulai 5 April. Respons lebih keras 
ditunjukkan negara-negara mitra dagang 
yang dikenai tarif timbal balik atau recipro-
cal tariffs yang mulai berlaku per 9 April.

Tarif tambahan itu di antaranya diberlaku-
kan terhadap Tiongkok sebesar 34%, Eropa 
20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, dan Jepang 
24%. Kemudian, India 26%, Korea Selatan 
25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 
32%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Inggris 
10%, dan Afrika Selatan 30%.

Tiongkok, yang mendapat tarif timbal 
balik 34%, bereaksi paling keras. Dengan 
tarif yang sudah dikenakan sebesar 20% 
saat ini, jika ditotal, barang-barang ekspor 
Tiongkok dikenai tarif sebesar 54% ketika 
masuk ke ‘Negeri Paman Sam’. Maka, Tiong-
kok pun memperingatkan akan mengambil 
tindakan balasan yang tegas terhadap AS.

Peringatan serupa juga dikeluarkan Uni 
Eropa. Bahkan, Komisi Eropa keras mene-
gaskan bahwa mereka menyiapkan tindakan 
balasan jika negosiasi gagal.

Sejumlah negara anggota ASEAN juga su-
dah memberikan respons dan menyiapkan 
strategi atas kebijakan itu. Perdana Menteri 
(PM) Vietnam Pham Minh Chinh, misalnya, 
langsung menggelar rapat darurat dan 
membentuk gugus tugas untuk membahas 
keputusan AS tersebut.

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra su-
dah menyiapkan peta jalan negosiasi dengan 
AS. Thailand tidak menyangka bakal kena 
tarif tambahan 46%, jauh dari perkiraan 11%.

Begitu juga dengan negeri jiran Malaysia 
yang langsung mengajukan negosiasi den-
gan pemerintah AS.

Sebaliknya, Kamboja yang dikenai tarif 
tambahan 46% hanya bisa pasrah. Tidak 
seperti negara ASEAN lainnya, Kamboja 
tidak punya alat tawar atau bargaining tool 
dengan AS.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah Indo-
nesia? Sejauh ini belum ada sikap resmi yang 
ditunjukkan pemerintah. Bahkan, rencana 
konferensi pers menyikapi keputusan AS 
tersebut malah ditunda. Pemerintah masih 
menunggu kesamaan sikap dari kementeri-
an dan negara hingga akhir pekan.

Sungguh respons yang amat lambat meng-
hadapi situasi gawat seperti ini. Sangat disa-
yangkan pemerintah seperti memandang 
enteng persoalan tersebut. Padahal, kepu-
tusan pemerintah AS itu bisa menimbulkan 
malapetaka bagi perekonomian Indonesia.

Keputusan Trump terjadi di tengah anj-
loknya daya beli masyarakat. Hal itu terlihat 
dari penurunan tingkat konsumsi atau pen-
geluaran masyarakat selama Ramadan dan 
Idul Fitri, badai pemutusan hubungan kerja 
(PHK), dan penutupan sejumlah industri.

Penerapan tarif pada produk-produk 
ekspor Indonesia ke AS juga bisa memicu 
penurunan besar-besaran ekspor Indonesia 
ke negara itu, seperti tekstil, alas kaki, elek-
tronik, furnitur, serta produk pertanian dan 
perkebunan seperti minyak kelapa sawit, 
karet, dan perikanan. Penurunan ekspor 
tentu berdampak pada penurunan produksi 
dan perlambatan lapangan kerja.

Indonesia memiliki banyak alat tawar 
untuk menegosiasikan penurunan tarif 
terhadap produk ekspor Indonesia ke AS. 
Pemerintah juga punya banyak pilihan mitra 
dagang untuk mengatasi dampak pember-
lakuan tarif tambahan tersebut. Misalnya, 
mengoptimalkan perjanjian dagang secara 
bilateral dan multilateral, dengan BRICS, 
juga inisiasi perjanjian kerja sama dengan 
negara nontradisional untuk mendorong 
ekspor produk terdampak.

Tentu, semua pilihan langkah tersebut 
harus dilakukan secepatnya untuk men-
cegah efek yang lebih merugikan, bukan 
dengan menunda-nunda dan ada kesan 
memandang enteng persoalan ini. Langkah 
cepat dan tepat dari pemerintah sangat di-
butuhkan agar perekonomian yang sudah 
lesu darah saat ini tidak kian membuat 
pingsan.**Media Indonesia

Respons Gagap 
Hadapi Situasi Gawat
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Media Publik Jadi Media 
Negara: Langkah Mundur?
SEJAK November 2011, wacana penggabun-
gan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti 
TVRI dan RRI telah mencuat, ditandai dengan 
masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) ke 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
tahun 2015, meskipun akhirnya tidak terealisa-
si. Baru-baru ini, usulan konsolidasi LPP kem-
bali mengemuka. 

AN G G O T A 
D P R  R a h a y u 
Saraswati Djo-
johadikusumo 

menyuarakan dukungan-
nya untuk menggabungkan 
RRI, TVRI, dan LKBN Antara 
menjadi satu entitas media 
negara yang komunikatif, 
efisien, dan efektif. Sebelum-
nya, anggota Komisi VII DPR 
Eric Hermawan mengusulkan 
transformasi TVRI, RRI, dan 
Antara dari lembaga publik 
dan badan usaha milik negara 
menjadi media negara. 

Tujuannya adalah mencip-
takan media yang menjunjung 
tinggi kepentingan nasional 
dan mendukung pemerintah, 
berfungsi sebagai corong pe-
merintah di bawah lembaga 
komunikasi kepresidenan. 
Dalam rapat dengar pendapat 
mengenai efisiensi program 
kerja tahun 2025, anggota 
DPR Evita Nursanty (Fraksi 
PDI-P) menekankan bahwa 
karena anggaran TVRI dan 
RRI berasal dari negara, inde-
pendensi mereka seharusnya 
tidak menjadi alasan untuk 
tidak mengutamakan kepen-
tingan pemerintah.

Anggota Komisi I DPR RI 
Yulius Setiarto juga menekan-
kan pentingnya mengubah 
status LPP RRI dan TVRI 
menjadi Lembaga Penyiaran 
Negara. Menurutnya, peruba-
han ini akan memungkinkan 
kedua lembaga tersebut ber-
peran lebih efektif sebagai 
pengawal kepentingan ne-
gara. 

Di sisi lain, Direktur Utama 
Perum LKBN Antara Akhmad 
Munir menilai bahwa dengan 
penggabungan tersebut, nega-
ra akan memiliki entitas me-
dia yang lebih kuat dan ber-
sifat multiplatform, sehingga 
mampu meningkatkan pro-
duktivitas serta efektivitas, 
sekaligus menekan efisiensi. 
Direktur Utama LPP TVRI 
Iman Brotoseno juga mendu-
kung usulan penggabungan 
TVRI, RRI, dan Antara. Ia 
menambahkan bahwa peng-
gabungan ini penting untuk 
menjadikan media penyiaran 
publik di Indonesia sebagai 
media negara yang lebih kuat 
dan efisien. 

Usulan transformasi Lem-
baga Penyiaran Publik (LPP) 
menjadi media negara me-
nimbulkan kekhawatiran 
terkait independensi dan 
kebebasan pers. Perubahan 
status ini dapat mengurangi 
kemampuan media dalam 
menjalankan fungsi kont-
rol sosial dan menyajikan 
informasi yang berimbang 
kepada masyarakat. Kebe-
basan pers adalah hak asasi 
warga negara yang dijamin 
oleh Undang-Undang No. 
40 Tahun 1999 tentang Pers, 
dan esensial bagi demokrasi. 

Namun, jika media berada 
di bawah kendali pemerin-
tah, ada risiko bahwa media 
tersebut akan kehilangan 
fungsinya sebagai penga-
was jalannya demokrasi dan 
cenderung menjadi alat pro-
paganda pemerintah. Oleh 
karena itu, penting untuk 
mempertimbangkan dampak 

keberagaman informasi bagi 
masyarakat. Contohnya, BBC 
di Inggris dan NHK di Jepang 
mempertahankan indepen-
densinya dari intervensi pe-
merintah, meskipun didanai 
oleh negara. 

Memahami perbedaan ini 
penting untuk menilai sejauh 
mana media dapat menjalan-
kan perannya dalam masyara-
kat demokratis. Media publik 
yang independen cenderung 
lebih mampu menyediakan 
informasi yang berimbang 
dan objektif, sementara media 
negara dan media pemerintah 
mungkin menghadapi tan-
tangan dalam menjaga kebe-
basan pers dan keberagaman 
informasi.

Implikasi media negara 
Wacara menjadikan media 

publik menjadi media ne-
gara dan jadi corong peme-
rintah perlu disikapi serius. 
Pertama, transformasi ini 
berisiko melemahkan fungsi 
kontrol terhadap pemerintah 
dan memperkuat dominasi 
negara atas arus informa-
si. Intervensi politik dapat 
menjadikan media sebagai 
alat propaganda yang ha-
nya menyajikan narasi yang 
menguntungkan pemerintah, 
sekaligus membatasi pem-
beritaan kritis. Studi Dra-
gomir & Söderström (2021) 
menunjukkan bahwa lebih 
dari 80% media negara di 
berbagai negara mengalami 
kendali editorial tinggi oleh 
pemerintah, sehingga berita 
yang disiarkan cenderung 
bias dan menjadi alat legiti-
masi politik. Di Indonesia, 
ancaman utama dari model 
media negara adalah hilang-
nya independensi jurnalisme 
sebagai pengawas kekuasaan 
(watchdog). 

Kedua, kontrol negara atas 
media juga berpotensi men-
gurangi pluralisme informa-
si, membatasi keberagaman 
perspektif, serta menghambat 
jurnalis dalam melaporkan 
isu-isu sensitif. Jika media ne-
gara mendominasi ekosistem 
penyiaran, akses masyarakat 
terhadap perspektif alternatif 
menjadi terbatas. 

Ketiga, dominasi media 
yang dikontrol oleh negara 
dapat mengurangi keberaga-
man perspektif dalam ruang 
publik serta menciptakan mo-
nopoli informasi yang hanya 
menguntungkan pemerintah. 
Ketika wacana publik didikte 
oleh narasi resmi, masyarakat 
kehilangan akses terhadap 
sudut pandang alternatif, 
yang dapat mempersempit 
ruang diskusi kritis. Hal ini 
berpotensi memicu fragmen-
tasi sosial, di mana kelompok 
yang merasa tidak terwakili 
oleh media negara mencari 
informasi dari sumber yang 
kurang kredibel, mening-
katkan risiko polarisasi dan 
disinformasi. 

Keempat, perubahan ini 
akan memunculkan pertim-
bangan etis terkait tanggung 
jawab media, utilitas publik, 
dan kode etik yang menga-
tur jurnalisme. Etika media 
memainkan peran penting 
dalam memastikan penyeba-
ran informasi yang adil dan 
bertanggung jawab, terutama 
dalam konteks media yang di-
kontrol oleh negara. Selain itu, 
model ini dapat menurunkan 
kepercayaan publik terhadap 
media. 

Transformasi ini dapat 
mengakibatkan hilangnya 
kepercayaan publik terhadap 
media, karena khalayak dapat 
menganggap media yang 
dikontrol oleh negara se-
bagai media yang bias dan 
tidak dapat dipercaya. Ketika 
masyarakat menyadari bahwa 
informasi telah difilter se-
suai kepentingan pemerintah, 
mereka cenderung mencari 
sumber alternatif yang belum 
tentu kredibel, sehingga me-
ningkatkan risiko penyebaran 
disinformasi.

Optimalisasi komunikasi digital
Ketika pagar api jurnalistik 

(firewall) di media-media 
swasta telah diruntuhkan dari 
dalam secara terang-terangan 
oleh desakan komersialisasi 
dalam industri media massa 
(Krisdinanto, 2024), benteng 
terakhir yang tertinggal han-
yalah media publik. Namun, 
kalau benteng terakhir ini 
pun ikut diruntuhkan, siapa 
lagi yang bisa diandalkan? 
Untuk itu, alih-alih mengubah 
media publik menjadi media 
negara, pemerintah sebaiknya 
fokus pada komunikasi digital 
dan platform OTT yang lebih 
efektif dan relevan dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Pergeseran ke media digital 
diperlukan karena televisi dan 
radio semakin kehilangan au-
diens, sementara masyarakat 
kini lebih mengandalkan in-
ternet dan media sosial. Pen-
dekatan Government Public 
Relations (GPR) modern perlu 
diterapkan. Pemanfaatan te-
knologi digital memungkin-
kan pemerintah membangun 
hubungan lebih erat dengan 
masyarakat, memperkuat 
keterlibatan publik, serta me-
ningkatkan transparansi ko-
munikasi pemerintahan. 

Model Government 2.0 
yang memanfaatkan media 
sosial memungkinkan interak-
si publik lebih partisipatif 
dibandingkan pendekatan 
media negara yang bersifat 
top-down. Di masa pemer-
intahannya, Presiden Joko 
Widodo pernah memanfaat-
kan platform YouTube dan 
Instagram untuk menjangkau 
masyarakat luas. Sayangnya, 
komunikasi ini lebih bersi-
fat personal karena terpusat 
pada akun pribadi, sehingga 
tidak dapat diteruskan oleh 
pemimpin berikutnya. Mo-

transformasi ini terhadap 
independensi media dan ke-
bebasan pers.

Aspek Kepemilikan dan Kontrol 
Editorial 

Perbedaan mendasar antara 
media negara, media pemerin-
tah, dan media publik terletak 
pada aspek kepemilikan, kont-
rol editorial, dan tujuan opera-
sional. Pemahaman mengenai 
perbedaan ini penting untuk 
menilai sejauh mana media 
dapat menjalankan perannya 
dalam masyarakat demokra-
tis. Media Negara merupakan 
media yang sepenuhnya di-
miliki dan dikendalikan oleh 
negara. Konten yang disajikan 
biasanya mencerminkan ke-
bijakan pemerintah dan sering 
digunakan untuk membangun 
legitimasi politik. 

Kontrol editorial yang ketat 
pada media jenis ini berpoten-
si menjadikannya alat propa-
ganda, seperti yang terlihat 
pada Russia Today (RT) di 
Rusia dan China Central Tele-
vision (CCTV) di Tiongkok. Di 
beberapa negara dengan ke-
munduran demokrasi, kontrol 
negara atas media meningkat, 
membuka ruang bagi kontrol 
politik atas pemberitaan. Me-
dia negara cenderung bergan-
tung pada dana publik dan 
mengikuti kebijakan editorial 
yang diarahkan oleh pemer-
intah, yang membatasi kebe-
basan pers serta keberagaman 
informasi. 

Sistem media negara cen-
derung membentuk monopoli 
informasi, berisiko mengarah 
pada penyalahgunaan wewe-
nang dan manipulasi opini 
publik. Media Pemerintah 
adalah media yang dikelola 
oleh pemerintah dengan tu-
juan utama menyampaikan 
informasi terkait kebijakan pu-
blik, layanan pemerintah, dan 
agenda pemerintahan kepada 
masyarakat. Meskipun tidak 
selalu dimiliki langsung oleh 
negara, media pemerintah 
tetap bergantung pada ke-
bijakan, pendanaan, dan garis 
editorial yang ditentukan oleh 
pemerintah. 

Media jenis ini melaporkan 
aktivitas pemerintahan dan 
kebijakan publik dengan per-
spektif yang lebih berorientasi 
pada kepentingan pemerin-
tah. Contohnya, NPR (Natio-
nal Public Radio) di Amerika 
Serikat menerima pendanaan 
dari pemerintah tetapi tetap 
memiliki kebebasan editorial 
dalam batasan tertentu. Media 
Publik bertujuan melayani ke-
pentingan masyarakat tanpa 
intervensi pemerintah dalam 
kebijakan editorialnya. Media 
ini didanai oleh pajak atau 
lisensi, serta memiliki regulasi 
hukum untuk memastikan 
independensinya dari campur 
tangan politik. Media publik 
memiliki badan pengawas 
independen yang memastikan 
kebijakan editorial bebas dari 
intervensi politik.

Dalam sistem negara de-
mokratis, keberadaan media 
independen sangat penting 
untuk menjalankan fungsi 
kontrol sosial terhadap pe-
merintah serta memastikan 
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del ini perlu diadopsi lebih 
luas oleh instansi pemerintah 
agar komunikasi publik tetap 
transparan dan efektif secara 
berkelanjutan. 

Media sosial juga dapat 
digunakan untuk mening-
katkan keterlibatan publik 
dalam pengambilan kebija-
kan. Konsep bi-directional 
engagement memungkinkan 
pemerintah mendengar as-
pirasi masyarakat, meres-
pons secara langsung, serta 
mengelola opini publik lebih 
efektif dibandingkan kontrol 
informasi yang kaku melalui 
media negara. Analitik media 
sosial juga membantu pengu-
kuran efektivitas komunikasi 
pemerintah dan penyesuaian 
strategi berdasarkan respons 
masyarakat. 

Prinsip konvergensi me-
dia menjadi elemen penting 
dalam kebijakan komunikasi 
pemerintah. Dengan konsep 
multimedia, multichannel, 
multiplatform (3M), pemerin-
tah dapat menjangkau masy-
arakat luas melalui berbagai 
media, baik digital maupun 
tradisional. Pendekatan ini 
memungkinkan penyampaian 
informasi lebih cepat, murah, 
dan interaktif. Salah satu alter-
natif yang bisa dikembangkan 
adalah optimalisasi GPR TV 
yang dikelola Kementeri-
an Komdigi sesuai Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik. GPR TV 
dirancang menjadi sarana 
komunikasi pemerintah dan 
sebagai sarana penyebaran 
informasi, terutama di daerah 
3T (tertinggal, terdepan, dan 
terluar).

Sayangnya, GPR TV yang 
dikelola oleh Kominfo sejak 
10 Desember 2018, telah men-
gakhiri aktivitas siaran pada 
31 Desember 2024. Lagi-lagi 
ini membuktikan bahwa lem-
baga-lembaga pemerintah 
masih gagap dalam mengelola 
media untuk kepentingan 
GPR. Padahal, model GPRTV 
ini bisa menunjukkan bahwa 
pemerintah dapat memiliki 
saluran komunikasi sendiri 
tanpa mengendalikan LPP, 
yang seharusnya tetap inde-
penden dalam menjalankan 
mandatnya sebagai penyedia 
layanan informasi publik.

Jangan lengah 
Perubahan status Lembaga 

Penyiaran Publik (LPP) se-
perti TVRI dan RRI menjadi 
media negara menimbulkan 
kekhawatiran serius terkait 
kebebasan informasi dan de-
mokrasi di Indonesia. Sejarah 
panjang TVRI dan RRI pada 
era Orde Lama dan Orde 
Baru menunjukkan bahwa 
media yang dikendalikan oleh 
negara cenderung diguna-
kan sebagai alat propaganda, 
membatasi pluralisme media, 
dan menghambat kebebasan 
pers . 

Kepemilikan dan kontrol 
pemerintah atas media beri-
siko memanfaatkan saluran 
tersebut untuk kepentingan 
politik semata, bukan untuk 
kepentingan publik. Hal ini 
dapat menciptakan monopoli 
informasi dan membungkam 
kritik, yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip de-
mokrasi. Sebagai alternatif, 
daripada mengubah LPP 
menjadi media negara, peme-
rintah sebaiknya memperkuat 
strategi komunikasi digital 
yang lebih efektif dan sesuai 
dengan tuntutan zaman, tan-
pa mengorbankan indepen-
densi dan kebebasan pers 
yang esensial bagi demokrasi.
(Penulis; Dosen Departemen 
Ilmu Komunikasi Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta) **Sin-
doNews.Com

Warda L
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BAGI jutaan orang di negeri ini, 
judi sudah seperti bagian tidak 
terpisahkan dari kehidupan. 
Tidak ada kehidupan tanpa perju-

dian. Bersih dari judi ibarat mati. Celakanya, 
candu judi itu merebak ke mana-mana, bah-
kan masuk di kalangan wakil rakyat.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) ke DPR pekan 
lalu menunjukkan lebih dari 1.000 anggota 
DPR dan DPRD diduga terlibat judi online, 
dengan total transaksi menyentuh Rp25 mi-
liar. Dari pelacakan terhadap rekening para 
anggota dewan menunjukkan ada 63 ribu 
transaksi judi online di kalangan para wakil 
rakyat. Uang yang dipertaruhkan pun mulai 
dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Rasanya muskil dinalar jika alasan para 
wakil rakyat itu main judi ialah sekadar iseng. 
Semakin muskil lagi jika mereka mengatakan 
uang main judi itu berasal dari kocek sendiri, 
mengingat uang yang dipertaruhkan mulai 
dari ratusan juta rupiah.

Kalaupun itu benar dari kocek mereka 
sendiri, alangkah sialnya negeri ini karena 
punya wakil rakyat yang punya hobi bertaruh 
judi. Padahal, judi online itu bukanlah adu 
peruntungan karena permainan sepenuhnya 
dikendalikan oleh bandar. Tentu tak ada satu 
pun bandar di dunia ini yang bersedia kalah, 
sejak zaman purba hingga era digital saat ini.

Fakta dari PPATK itu jelas memberi tam-
paran keras bagi negeri ini. Karena itu, aparat 
harus segera menindaklanjuti temuan terse-
but karena perbuatan mereka sudah masuk 
ranah pidana. Dalilnya teramat lengkap, 
dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
hingga KUHP.

Badan Kehormatan DPR dan DPRD pun 
tak boleh berpangku tangan. Kolega mereka 
yang terindikasi cacat moral dan etika itu 
harus segera disidang karena sudah menye-
rang kehormatan lembaga. Sulit dibayangkan 
apa yang akan terjadi jika lembaga DPR dan 
DPRD dikelola oleh orang-orang yang kecan-
duan judi. Mereka yang membuat regulasi, 
mereka pula yang mengkhianati.

Fungsi pengawasan dewan akan menjadi 
tumpul lantaran anggota dewannya lebih 
berorientasi cari fulus buat main judi. Sama 
halnya dengan fungsi pembuatan anggaran 
negara yang bakal sarat dengan ijon para ang-
gota dewan. Dan, untuk fungsi legislasi, entah 
apa bentuknya sebuah undang-undang atau 
peraturan daerah hasil bikinan pemain judi.

DPR dan DPRD pastinya tak dapat diisi 
oleh sekumpulan orang yang doyan judi. 
Lembaga itu hanya bisa diisi oleh orang-
orang pilihan yang masih mampu menjaga 
kewarasan. Adapun para pejudi, mereka 
adalah orang yang gagal menjaga kesehatan 
mental.

Polisi serta Badan Kehormatan DPR dan 
DPRD jelas harus segera menyeret para 
terduga pejudi itu ke meja hijau. Minimal di-
pecat dari jabatan anggota dewan karena tak 
mungkin nasib negeri ini diserahkan kepada 
para penderita sakit mental.

Negeri ini, pelan tapi pasti, hendak digero-
goti lewat judi, khususnya judi online. Karena 
itu, terus-menerus membiarkan judi online 
berbiak mulai dari pejabat hingga anak-anak, 
sama saja membiarkan kanker merambat dan 
menggerogoti sekujur tubuh. Lebih-lebih bila 
kita seolah menutup mata atas dampak nyata 
dari judi online.

Kita pernah memiliki dua presiden yang 
terus-menerus mengingatkan pentingnya 
revolusi mental. Dulu, Presiden Soekarno 
mengenalkan kepada negeri ini tentang 
keharusan revolusi mental. Lalu, Presiden 
Jokowi mengulanginya lagi dengan ajakan 
yang sama. Entah kapan lagi kita akan terus 
mendengar seruan revolusi mental di satu 
sisi, sambil menyaksikan korban sakit mental 
akut berjatuhan akibat judi online.

Karena itu, segera telusuri temuan dugaan 
ribuan wakil rakyat kecanduan judi online 
tersebut. PPATK tidak boleh sekadar ‘me-
lempar petasan’ yang memekakkan telinga, 
tanpa jelas di mana petasan itu berada. Maka, 
serahkan saja nama-nama wakil rakyat itu ke-
pada badan kehormatan dewan agar urusan 
perjudian ini tidak sekadar bising dalam sua-
ra, tapi sepi tindakan nyata.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Atasi Judi tanpa 
Kebisingan

PANCASILA selalu menarik untuk dibahas. 
Salah satu materi Pancasila yang perlu pen-
dalaman kali ini adalah mengenai “Integrasi 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum di 
Indonesia: Suatu Kajian Filsafat Hukum”. 

OLEH : DR. I WAYAN SUDIRTA

Integrasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 
di Indonesia: Suatu Kajian Filsafat Hukum

SEBELUMNYA terd-
apat pertanyaan 
yang perlu dija-
wab bersama-sama 

dalam konteks studi-studi 
tentang Pancasila adalah apa 
itu Pancasila? Apa benar Pan-
casila itu ideologi bangsa?

Pertanyaan pertama dapat 
kita jawab dengan mengi-
dentifikasi lebih lanjut pemi-
kiran-pemikiran para pendiri 
bangsa terutama Soekarno 
pada Pidatonya 1 Juni 1945.  

S o e p o m o ,  Y a m i n  d a n 
beberapa anggota BPUPK 
menyampaikan pandangan-
nya, namun belum mampu 
menjawab pertanyaan filosofis 
dari Ketua BPUPK tentang 
“dasar bernegara apa yang 
akan dijalankan ketika Indo-
nesia merdeka”.

Berdasarkan hal tersebut, 
Soekarno pada pidatonya 1 
Juni 1945, mengambil pende-
katan struktural-marxis dan 
membongkar struktur kekua-
saan tradisional digantikan 
sesuatu yang baru. 

Soekarno secara metodik 
dan sistematis menggambar-
kan sila demi sila dengan dua 
bagian utama berupa refleksi 
historis yang diakhiri dengan 
ajakan untuk mengambil ke-
putusan untuk merancang 
Indonesia ke depan.

Soekarno sangat sadar akan 
struktur masyarakat Indonesia 
pada  waktu itu yang belum 
siap untuk suatu kemerde-
kaan.

Namun, sejarah juga men-
unjukkan bahwa Indonesia 
bukan sebuah pengecualian 
dalam sejarah dunia.  Arab 
Saudi dan Rusia adalah dua 
contoh yang untuk satu ala-
san tertentu menggerakkan 
Soekarno bahwa kemerdekaan 
bisa dicapai dalam waktu se-
singkat-singkatnya.

Jika mencermati lebih lanjut 
pidato Soekarno, sesungguh-
nya obsesi tertinggi Soekarno 
disampaikan sebagai pem-
buka pernyataannya, yakni 
nasionalisme. Oleh karenanya 
sila pertama dari rumusan 
Soekarno adalah kebangsaan. 

Baru melalui Tim Kecil, 
konstruksi sila-sila terebut 
berubah seperti saat ini. Hal 
ini membuat Pancasila se-
bagai keajaiban dan perekat 
bangsa Indonesia. Melalui 
Pancasila dan Proklamasi, 
Indonesia yang sebelumnya 
terdiri dari daerah-daerah 
dan kerajaan-kerajaan bisa 
bersatu menyatakan kemer-
dekaannya. 

Pancasila telah menjaga 
semangat persatuan itu dari 
dulu hingga saat ini. Sebab 
nilai-nilai Pancasila pada ha-
kikatnya merupakan suatu 
dasar filosofis bangsa Indone-
sia dalam membentuk bangsa 
dan negara Indonesia untuk 
mencapai tujuan bersama.

Nilai-nilai Pancasila berasal 
dan digali dari budaya bangsa 
sebelum terbentuknya negara 
dan bangsa Indonesia bahkan 
berabad-abad sebelum adanya 
Majapahit dan Sriwijaya. 

Pada dasarnya nilai-nilai 
Pancasila secara sporadis dan 
fragmentaris terdapat dalam 
kebudayaan bangsa yang 
tersebar di seluruh kepulauan 
nusantara di mana masyarakat 
Indonesia telah mendapatkan 
kesempatan untuk berko-
munikasi dan berakulturasi 
dengan kebudayaan lain. 

Nilai-nilai tersebut melal-
ui para pendiri bangsa dan 
negara ini kemudian dikem-
bangkan dan secara yuridis 
disahkan sebagai suatu dasar 
negara, dan secara verbal 
tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hubungan seperti in-
ilah maka Pancasila yang cau-
sa materialisnya bersumber 
pada nilai-nilai budaya bangsa 
ini, meminjam nomenklatur 
antropologi disebut sebagai 
National Character, sebagai 
Peoples Character, atau dalam 
suatu negara populer disebut 
sebagai National Identity. 

Hal ini dapat dilihat dari 
contoh nilai budaya, tradisi 
maupun adat yang telah ada 
dari dulu, seperti: konsep hu-
kum adat yang bisa mencegah 
pencurian, konsep Tri Hita Ka-
rana yang dipegang teguh dan 
dipedomani oleh masyarakat 
Bali, dan konsep gotong ro-
yong dalam kehidupan sosial. 

Berdasarkan hal tersebut 
maka fungsi pokok Pancasila 
sebagai dasar serta asas dalam 
membentuk bangsa dan dalam 
kehidupan kebangsaan dalam 
mencapai tujuan bersama 
yaitu suatu masyarakat yang 
sejahtera, ber-Ketuhanan, ber-
kemanusiaan yang beradab, 
kebersamaan, serta berkeadi-
lan sosial. 
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Agustus 1945 dan UUD NRI 
Tahun 1945 yang merupakan 
cita-cita bangsa saling berkai-
tan dan kaitan itu mengarah 
pada pembentukan ketatane-
garaan Republik Indonesia 
dan segala sistem pemerinta-
hannya. 

Proklamasi kemerdekaan 
bangsa Indonesia merupakan 
kulminasi (puncak) dari tekad 
bangsa untuk merdeka. Kemu-
dian, proklamasi memuat per-
juangan penegakan jiwa Pan-
casila yang telah berabad-abad 
lamanya dicita-citakan. 

Selanjutnya tujuan dan ci-
ta-cita proklamasi ini tercer-
min dalam UUD NRI Tahun 
1945 yang terbagi dalam Pem-
bukaan dan Batang Tubuh 
UUD, serta UUD NRI Tahun 
1945 berlandaskan dan di-
dasari oleh Pancasila yang 
merupakan sumber tata tertib 
hukum Indonesia.

Pada pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 terdapat dengan 
jelas maksud, tujuan serta 
alasan bangsa Indonesia un-
tuk mendirikan suatu negara. 
Dalam pembukaan itu juga se-
cara resmi dan autentik diru-
muskan kelima sila Pancasila 
dan Pancasila sebagai falsafah 
negara Republik Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pan-
casila merupakan suatu asas 
kerokhanian yang dalam ilmu 
kenegaraan popular disebut 
sebagai dasar filsafat negara 
(Philosofische Gronslag). 

Dalam kedudukan ini Pan-
casila merupakan sumber 
nilai dan sumber norma dalam 
setiap aspek penyelenggaraan 
negara, termasuk sebagai sum-
ber tertib hukum di negara 
Republik Indonesia. 

Konsekuensinya seluruh pe-
raturan perundang-undangan 
serta penjabarannya senantia-
sa berdasarkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila 
Pancasila. Pancasila adalah 
sebagai dasar filsafat negara 

Republik Indonesia. Sebagai-
mana dikembangkan melalui 
pemikiran yang dinamis oleh 
para pendiri negara kita, bah-
wa negara Indonesia adalah 
negara persatuan, demokrasi 
yang religius, humanis dan 
berkeadilan sosial. 

Tampaknya ide eklektis 
yang dikembangkan oleh pen-
diri negara kita merupakan 
suatu pemikiran yang khas. 
Hal ini jikalau kita banding-
kan negara Indonesia dengan 
konsep negara liberal, negara 
sosialis klas, negara sekuler, 
ataupun negara theokrasi. 

Pancasila pada hakikat-
nya merupakan suatu sistem 
filsafat, sehingga sila-silanya 
bukan merupakan bagian 
yang berdiri sendiri-sendiri, 
melainkan merupakan suatu 
kesatuan sistemik.

Dalam kedudukan Pancasi-
la sebagai dasar negara yang 
tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945, adalah merupakan 
suatu cita hukum (Rechtsidee), 
yang menguasai hukum dasar, 
baik hukum dasar tertulis 
maupun hukum dasar tidak 
tertulis. 

Cita hukum berfungsi se-
bagai suatu bintang pemandu 
(leitstern) bagi tercapainya 
cita-cita masyarakat. 

Suatu cita hukum membe-
rikan manfaat karena dengan 
cita hukum maka kita dapat 
menguji hukum positif yang 
berlaku, melalui cita hukum 
kita dapat mengarahkan hu-
kum positif ke arah suatu 
keadilan.

Pancasila yang di dalamnya 
terkandung nilai-nilai religi-
us, nilai hukum moral, nilai 
hukum kodrat, dan nilai reli-
gius merupakan suatu sumber 
hukum material bagi hukum 
positif Indonesia. 

Dengan demikian Pancasila 
menentukan isi dan bentuk pe-
raturan perundang-undangan 
di Indonesia yang tersusun 
secara hierarkhis. 

D a l a m  s u s u n a n  y a n g 
hierarkhis ini Pancasila men-
jamin keserasian atau tiadanya 
kontradiksi di antara berbagai 
peraturan perundang- undan-
gan secara vertikal maupun 
horisontal. 

Hal ini mengandung suatu 
konsekuensi jikalau terjadi 
ketidakserasian atau perten-
tangan norma hukum yang 
satu dengan lainnya yang 
secara hierarkhis lebih ting-
gi, apalagi dengan Pancasila 
sebagai sumbernya, maka hal 
ini berarti jika terjadi ketidak-
sesuaian maka hal ini berarti 
terjadi suatu inkonstitusiona-
litas (unconstitutionality) dan 
ketidaklegalan (illegality), dan 
oleh karenanya maka norma 
hukum yang lebih rendah itu 
batal demi hukum.

Pancasila dan Demokrasi
Ketika mengatakan: “...un-

tuk memberi kekuasaan pada 
satu golongan bangsawan?” 
Soekarno sadar bahwa antara 
“kediktatoran”, “oligarki”, 
dan “feodalisme” di Indone-
sia harus dilakukan penataan 
dalam satu kebangsaan besar 
bernama Indonesia. 

Soekarno merumuskan bah-
wa kebangsaan, demokrasi, 
bernegara adalah bukan se-
suatu yang given, tetapi se-
suatu yang harus mengalami 
proses perubahan mendasar 
di dalam diri, di dalam ke-
lompok etnik, kelompok ras, 
kelompok agama, bahkan 
dalam keluarga untuk menjadi 
suatu bangsa. 

Pancasila adalah kebijaksa-
naan dan kebijakan funda-
mental yang meletakkan dasar 
dan tujuan negara. Hal terse-
but salah satunya berwujud 
hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwaki-

lan, yang merupakan prinsip 
demokrasi dan kedaulatan 
rakyat sesuai pemikiran para 
pendiri bangsa. Musyawarah 
dan gotong royong merupa-
kan salah satu contoh pelaksa-
naannya.

Dalam praktIk demokrasi 
dan musyawarah jaman dulu 
di Indonesia kurang mengenal 
sistem oposisi dan mekanisme 
voting. Apalagi oposisi yang 
asal beda. Tapi demokrasi di 
Indonesia mengenal istilah 
pepe di Jawa dan tilar di Bali. 

Sekarang, kecenderungan 
praktek demokrasi di Indone-
sia mengarah pada sistem de-
mokrasi liberal, mengakibat-
kan kelompok kritis nonpeme-
rintah sering menyampaikan 
kritik asal beda bukan kritik 
yang membangun untuk men-
cari solusi. Padahal menurut 
hasil penelitian di Inggris 
misalnya, Pemerintah dan 
Oposisi mempunyai tujuan 
yang sama walaupun strategi 
dan programnya bisa berbeda. 
Itu sebabnya ketika Perang 
Dunia I dan Perang Dunia II 
demi kemenangan Inggris, Pe-
merintah dan oposisi bersatu.

Oleh karena itu, oposisi 
yang sehat adalah yang argu-
mentasinya selalu mendasar-
kan pada data dan fakta. 

Menariknya adalah anta-
ra pemerintah dan opoisisi 
adalah berusaha memecah-
kan masalah di masyarakat 
dengan metode yang berbeda. 
Adu argumen dan data inilah 
yang membawa pada kede-
wasaan berdemokrasi. 

Namun konsep ini tidak 
dikenal di Indonesia yang 
menganut sistem kekeluar-
gaan. Permusyawaratan dan 
demokrasi di Indonesia jika 
sesuai dengan nilai-nilai Pan-
casila akan lebih mantap, 
karena merupakan intisari 
dari peradaban yang ada di 
Indonesia.

Berkaitan dengan musya-
warah, hakikat Musyawarah 
dapat disisir kembali melalui 
pergulatan pemikiran Soekar-
no sebagaimana disampaikan 
pada Sidang BPUPK tanggal 
1 Juni 1945 berikut rangkaian 
penjelasan Soekarno dalam 
berbagai kesempatan seperti 
kursus Pancasila, kita akan 
mudah menyepakati bah-
wa secara metodologis, sila 
keempat “kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat ke-
bijaksanaan dalam permusya-
waratan/perwakilan, dan 
bahkan masing-masing sila 
dalam Pancasila merupakan 
hasil dari proses yang bersifat 
induktif. 

Dalam proses itu, prak-
tik-praktik empiris bermusya-
warah yang berlangsung lama 
dan ditemukan luas dalam 
masyarakat Indonesia dengan 
setting yang berbeda-beda 
menjadi referensi dasar. 

Musyawarah juga disebut 
tradisi berembug atau rembug 
merupakan sistem tradisional 
dari dialog timbal balik, kon-
sultasi, permusyawaratan, 
dan pengambilan keputusan 
berdasarkan kesepakatan. 

Dengan demikian, musya-
warah merupakan abstrak-
si dari pengalaman empiris 
masyarakat Indonesia, bukan 
premis yang diterjemahkan 
secara deduksi dari dunia ide. 

Soekarno menegaskan, Pan-
casila dan juga musyawarah 
dia gali dari bumi Indonesia, 
bukan berasal dari dirinya. 
Setiap sila inheren dalam 
masyarakat Indonesia bukan 
sesuatu yang diprekenalkan 
dari atas.

Agar dimensi operasional 
demokrasi di Indonesia tidak 
terjebak menjadi elitis/oligar-
kis, maka nilai dasar Pancasila 
niscaya dijalin dengan prinsip 
dasar demokrasi. 

Dengan demikian, harmoni 
sebagai nilai dasar Pancasila 
yang di dalamnya juga ter-
kandung nilai kekeluargaan, 
kegotongroyongan, serta ke-
bersamaan niscaya dijalin 
dengan kedaulatan rakyat 
dan partisipasi warga negara 
secara berkelanjutan sebagai 
prinsip dasar demokrasi.

Kebutuhan untuk menjalin-
kan nilai dasar Pancasila den-
gan prinsip dasar demokrasi 
tersebut adalah dilandaskan 
pada pemahaman bahwa Pan-
casila merupakan ideologi ter-
buka yang memungkinkannya 
untuk diberikan nilai-nilai 
baru yang segar agar Pancasila 
tidak kehilangan nilai aktuali-
tasnya tanpa kehilangan nilai 
filosofisnya. 

Apalagi perumusan kedau-
latan rakyat dalam UUD Tahun 
1945 (Pasal 1 ayat 2) telah terja-
di pergeseran dari kedaulatan 
dilakukan sepenuhnya oleh 
MPR menjadi “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Un-
dang-Undang Dasar” semakin 
memperkuat pemikiran untuk 
memberi makna baru terhadap 
demokrasi berdasarkan Pan-
casila.

Pancasila dalam konteks 
demokrasi dapat diilustrasi-
kan sebagai jiwa bangsa yang 
tercermin dalam asas-asas hu-
kum adat sebagai manifestasi 
nilai kekeluargaan. 

Konsekuensi cara berpikir ini 
membuat kita memeriksa kem-
bali dengan seksama berbagai 
praktik yang terjadi dan mewa-
kili sekaligus mengekspresikan 
gagasan musyawarah dalam 
pengalaman konkret masyara-
kat terutama di Bali. 

Salah satu contohnya adalah 
Sangkepan, tradisi yang di-
laksanakan di desa adat dan 
banjar-banjar di Bali. Dalam 
Sangkepan, sistem voting 
kurang dikenal dalam praktek 
musyawarah Bali kuno. 

Prinsip musyawarah mu-
fakat dalam Sangkepan teru-
tama berkaitan dengan tata 
kehidupan adat, budaya dan 
agama di masyarakat Bali.

Pancasila dan Ekonomi
Indonesia sedang meng-

hadapi sebuah pembelahan 
besar. Pembelahan teresebut 
bukan seperti seperti yang 
digambarkan oleh media so-
sial, antara pendukung dan 
pembenci. 

Pembelahan yang saya mak-
sud adalah realitas ketimpan-
gan sosial yang memisahkan 
kelompok minoritas elite bis-
nis-politik dengan masyarakat 
kelas menengah ke bawah. 

Dalam perjalanan Indone-
sia, cita-cita kemerdekaan po-
litik dan ekonomi, demokrasi 
dan keadilan sosial tersimpan 
dalam mentalitas kebangsaan 
kita, dan muncul ke permu-
kaan dalam titik-titik per-
simpangan arah perjalanan 
Indonesia. 

Soekarno menegaskan, “de-
mokrasi yang kita kejar jangan 
hanya demokrasi politik saja, 
tetapi kita juga harus mengejar 
pula demokrasi ekonomi.”

Keadilan sosial merupakan 
hal yang terpenting guna 
mencapai suatu masyarakat 
yang berkemakmuran dan 
berkeadilan. 

Keadilan sosial dalam se-
mesta pemikiran Soekarno 
adalah kritik paling besar 
terhadap kapitalisme.  

Pemikiran Soekarno akan 
kemandirian bangsa teraktu-
liasasi dalam nilai keadilan 
ini atau yang dikatakan Soe-
karno sebagai sosio-demokrasi 
yakni demokrasi politik dan 
demokrasi ekonomi, yang 
kedua kakinya berdiri dalam 
masyarakat. *Jawa Pos (Penulis: 
Anggota Komisi III DPR RI dari 
Fraksi PDI Perjuangan )
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Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
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H. Sudirman H. Abd. Rahman
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* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA

warta sulteng2 SELASA, 30 NOVEMBER 2021
SULTENG RAYA

Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
AHLI GIGI

EXPRESS
H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA
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Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
AHLI GIGI

EXPRESS
H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA

warta sulteng2 SELASA, 30 NOVEMBER 2021
SULTENG RAYA

Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
AHLI GIGI

EXPRESS
H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA
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SULTENG RAYA

Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
AHLI GIGI

EXPRESS
H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
HONDA-BEAT-SPORTY CBS 
2017 DC2792XF. TOYOTA-ALL 
NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2014 
DC1028FB. DAIHATSU GRAN 
MAX STANDAR PS AC 1.5 PU 
2015 DN8158VR. YAMAHA-XAB-
RE-150 2016 B3499ULA. MITSU-
BISHI-ALL NEW TRITON-HDX DC 
4X4 2.5 MT PU 2017 DB8071CG. 
DAIHATSU-SIGRA-R 1.2 MT 2016 
DD1461QP. MITSUBISHI COLT T 
120 SS 1.5 FLAT DECK PU 2016 
DN8352BO.  

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
HINO DUTRO-136 HDX 6.8 
DUMP TRUCK 2023 DN8758UH. 
HONDA-GENIO-CBSISS 2021 
DN4044MV. SUZUKI CARRY 
FUTURA 1.5 PU 2013 DN8310MD. 
YAMAHA-MIO-M3  125  CW 
2017 DN3921IO. YAMAHA-FI-
NO-SPORTYSE 2015 DN2644NZ. 
DAIHATSU GRAN MAX STANDAR 
1.3 PU 2015 DN8321VR. SUZUKI 
CARRY STANDAR 1.5 PU 2018 
DN8145NB. HINO DUTRO-136 
HDX 6.8 DUMP TRUCK 2023 
DN8396MI. YAMAHA-FREE-
GO-125ABS 2019 DN5918PG. 
YAMAHA-VIXION-SE 2011 DN-
5924VB. WULING-CONFERO-1.5 
MT 2019 DN1687NR. ISUZU ELF-
NMR 71 THD 58 BAK BESI 2022 
DC8905XH. HONDA-CB-150 R 
STREETFIRE 2014 DN5212VP. 
TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 
MT 2010 DW1563CL. HONDA-GE-
NIO-CBSISS 2021 DN6713MU. 
TOYOTA NEW AVANZA VVTI E 
1.3 MT 2010 DN1812IA. HON-
DA-ALL NEW SCOOPY-STYLISH 
2019 DN5654IK. DAIHATSU-NEW 
TERIOS-R ADVENTURE 1.5 MT 
2016 DN1767BJ.  

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
 MITSUBISHI COLT T 120 SS 
MPI STANDAR 1.5 PU 2012 
DP8804BB.  YAMAHA-JUPI-
T E R M X K I N G - 1 5 0 G P 2 0 1 6 
DN6659CS. HONDA ALL NEW 
JAZZ IVTEC RS 1.5 MT 2010 
DB1167HE. DAIHATSU GRAN 
MAX-STANDAR 1.3 PU BOX 2010 
DN8703IY. HONDA-SONIC-150R 
2021 DN4921PI. TOYOTA NEW 
AVANZA VVTI S 1.5 MT 2011 
DW1291BR. SUZUKI CARRY 
FUTURA 1.5 PU 2016 DN8353KM.

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
 DAIHATSU XENIA XI DELUXE 
VVTI 1.3 MT 2004 DN1241EY. 
MITSUBISHI COLT L 300 DIESEL 
DELUXE 2.5 2009 DN7258ES. 
TOYOTA HILUX 4X2 2.0 PU 2012 
DN8039WE. DAIHATSU-ALL NEW 
TERIOS-R 1.5 MT 2020 DN-
1191LB. DAIHATSU GRAN MAX 
STANDAR 1.5 PU 2019 DT9298AT. 
SUZUKI CARRY FUTURA 1.5 PU 
2013 DN8153HA. CHEVROLET 
CAPTIVA-LT AWD 2.0 AT 2007 
DB1954AH. TOYOTA DYNA RINO 
130 HT DUMPTRUCK 2014 DN-
8467GY. HONDA-BEAT-POP CBS 
ISS 2017 DN3826ER.  
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Direktur Jenderal Ke-
tenagalistrikan Jisman P. 
Hutajulu mengatakan bah-
wa kebijakan ini merupakan 
bagian dari upaya Pemer-
intah untuk menjaga daya 
saing industri serta menjaga 
tingkat infl asi.

Sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 28 Tahun 2016 jo. 
Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 8 Tahun 2023, bahwa 
penyesuaian tarif tenaga 
listrik bagi 13 golongan pe-
langgan nonsubsidi dapat 
dilakukan setiap 3 bulan 
mengacu pada perubahan 
terhadap realisasi parame-
ter ekonomi makro, yakni 
kurs, Indonesian Crude Pri-
ce (ICP), infl asi, serta Harga 
Batu Bara Acuan (HBA).

"Berdasarkan empat pa-
rameter (kurs, ICP, infla-
si dan HBA) seharusnya 
penyesuaian tarif tenaga 
listrik atau tariff adjustment 
bagi 13 golongan pelanggan 
mengalami kenaikan jika 
dibandingkan dengan tri-
wulan sebelumnya. Namun 
untuk menjaga daya saing 
dan mengendalikan infl asi, 
Pemerintah memutuskan 

tarif listrik tetap atau tidak 
naik," ujar Jisman di Jakarta, 
Jumat (28/6).

Sesuai regulasi tersebut, 
parameter ekonomi ma-
kro yang digunakan untuk 
Triwulan III Tahun 2024 
adalah realisasi pada bulan 
Februari, Maret, dan April 
Tahun 2024, yaitu kurs se-
besar Rp15.822,65/USD, 
ICP sebesar 83,83 USD/
barrel, infl asi sebesar 0,38%, 
dan HBA sebesar 70 USD/
ton sesuai kebijakan DMO 
Batubara.

Jisman juga menambah-
kan bahwa tarif tenaga 
listrik untuk 25 golongan 
pelanggan bersubsidi juga 
tidak mengalami kenaikan 
dan tetap mendapatkan 
subsidi listrik.

Direktur Utama PLN, 
Darmawan Prasodjo me-
mastikan perseroan terus 
melakukan langkah efi sien-
si serta menyajikan listrik 
andal dan berkualitas bagi 
seluruh pelanggan di tanah 
air.

“Kehadiran listrik sangat 
penting bagi pergerakan 
roda ekonomi. Kami te-
rus memastikan pelanggan 

PETUGAS PLN yang sedang melayani pelanggan rumah tangga. FOTO: DOK PLN

Tarif Listrik Triwulan III 
Tidak Berubah, PLN Tetap 

Jaga Mutu Pelayanan
SULTENG RAYA - Pemerintah melalui Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik tri-
wulan III (Juli-September) Tahun 2024 tetap 
atau tidak mengalami perubahan.

dapat terus memperoleh 
listrik yang andal dan ber-
kualitas,” ujar Darmawan.

Selain itu, dalam upaya 
turut menjaga pasokan lis-
trik yang andal guna meng-
gerakkan perekonomian 
nasional, perseroan juga 
selalu aktif meningkatkan 

penjualan dan memberikan 
promo layanan ketenagalis-
trikan serta beragam insentif 
menarik bagi pelanggan.

"PLN berkomitmen men-
dukung penyediaan energi 
listrik yang andal dan ter-
jangkau untuk menjaga ting-
kat infl asi dan daya saing 

industri. Di sisi lain PLN 
juga akan terus mening-
katkan upaya efi siensi dan 
mengerek penjualan listrik," 
pungkas Darmawan. 

Adapun, untuk rincian ta-
rif tenaga listrik di kuartal III 
2024 (Juli-September) dapat 
diakses melalui https://
web.pln.co.id/pelanggan/
tarif-tenaga-listrik/tariff-ad-
justment.*/HJ

SULTENG RAYA - Uni-
versitas Al Azhar Mesir 
meminta secara langsung 
kepada Pemerintah RI un-
tuk memusatkan seleksi 
calon mahasiswa baru asal 
Indonesia di Kementeri-
an Agama (Kemenag) RI, 
dengan standarisasi kelu-
lusan yang ditetapkan oleh 
Markaz Tahwir Universitas 
Al-Azhar.

"Seleksi yang dimaksud 
akan memastikan berbagai 
ujian standarisasi Markaz 
Tahwir telah dilakukan se-
jak di Indonesia sebelum 
mahasiswa diberangkatkan 
ke Al-Azhar," kata Wakil 
Grand Syekh Universitas 
Al-Azhar Mesir Mohamed 
Ad-Duweiny melalui kete-
rangan di Jakarta, Selasa.

Ad-Duweiny mengata-
kan seleksi dan ujian yang 
dimaksud dilakukan untuk 
memastikan level maha-
siswa tersebut, yang diha-
rapkan ke depannya dapat 
dilakukan secara daring.

Ia juga meminta supaya 
seluruh calon mahasiswa 
yang diberangkatkan ke 
Al-Azhar Mesir dengan 
ijazah non-Muadalah harus 
mendapat legalisasi dari 
Kemenag RI dan Kedutaan 
Mesir di Jakarta.

Ia menegaskan calon ma-
hasiswa yang ijazahnya ti-
dak memiliki legalisasi dari 

MENTERI Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas (kiri) dan Wakil Grand Syekh Universitas al-
Azhar Mesir (kanan). FOTO: DOK KEMENAG

Al Azhar Mesir Minta Seleksi Calon Mahasiswa Dipusatkan di Kemenag
gah banyaknya calon maha-
siswa Indonesia yang sudah 
diberangkatkan ke Mesir 
oleh oknum tertentu, namun 
belum dinyatakan layak 
diterima sesuai standarisasi 
Markaz Tahwir Universitas 
Al-Azhar. 

"Pusat pengembangan 
pendidikan di Al-Azhar itu 
satu-satunya adalah Markaz 
Tahwir yang menjadi stan-
dar bisa diterima atau tidak 
seorang calon mahasiswa ke 
Universitas Al-Azhar. Mar-
kaz Tahwir disiapkan untuk 
mereka bisa mendapatkan 
pendidikan bahasa Arab 
yang cukup sebagai bekal 
bagi mereka bisa melanjut-
kan pendidikannya di Al-
Azhar," ujarnya.

Menteri Agama (Menag) 
RI Yaqut Cholil Qoumas 

mengapresiasi  langkah 
dan inisiatif Universitas 
Al-Azhar, terutama jika nan-
tinya seleksi yang dilaksana-
kan dapat dilakukan secara 
daring. Lebih lanjut, ia ber-
komitmen untuk memba-
has kerja sama penerimaan 
mahasiswa ini secara lebih 
detail dengan mengirimkan 
delegasi khusus dari Keme-
nag ke Universitas Al-Azhar 
Mesir.

"Kita tahu minat anak-
anak Indonesia untuk kuliah 
di Al-Azhar itu sangat tinggi 
sekali. Kesempatan untuk 
dilakukan secara online 
itu menarik, karena tentu 
ini sangat mempermudah 
anak-anak Indonesia untuk 
mengakses pendidikan di 
Al-Azhar," tutur Menag 
Yaqut.RPB

Kemenag RI dan Kedutaan 
Mesir di Jakarta maka di-
anggap tidak layak untuk 
berkuliah di Al Azhar Mesir.

"Kami ingin sekali memas-
tikan bahwa mahasiswa-ma-
hasiswa yang datang dari 

Indonesia melalui jalur yang 
resmi. Kami ingin memas-
tikan setiap mahasiswa In-
donesia yang datang dalam 
keadaan yakin diterima dan 
mereka memiliki legalitas," 
ujarnya. Ad-Duweiny men-

gaku dirinya khawatir ada 
pelajar Indonesia yang di-
manfaatkan oleh kelompok 
tertentu, yang sama sekali 
tidak mewakili Al-Azhar.

Menurutnya, hal ini perlu 
diupayakan untuk mence-

SULTENG RAYA - Pe-
merintahan Prabowo Subi-
anto-Gibran Rakabuming 
Raka dikabarkan segera 
merealisasikan janji po-
litiknya saat kampanye 
Pilpres 2024, salah satunya 
program makan bergizi 
gratis. Ketua Umum Ge-
rakan Indonesia Mandiri 
(Ketum GIM), Heikal Safar 
mendukung gagasan yang 
akan dieksekusi oleh Pre-
siden Terpilih Prabowo.

"Saya sebagai Ketum 
GMI beserta seluruh ang-
gota sangat mendukung 
dan meyakini adanya pro-
gram makan bergizi gratis 
yang telah dijanjikan Pre-
siden dan Wakil Presiden 
terpilih Bapak Prabowo 
dan Mas Gibran, insya Al-
lah mampu menyehatkan 
dan mencerdaskan rakyat 
di seluruh Tanah Air ter-
cinta," kata Heikal saat 
diwawancara di kawasan 
Kebayoran Baru,  Jakarta 
Selatan, Rabu (26/6/2024).

Mantan Sekjen DPP 
Partai Priboemi tersebut 
menilai, cita-cita Presiden 
ke-8 RI Prabowo sangat 
besar untuk menjadikan 
Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia menjadi 
negara maju yang disegani 
dunia internasional. Kare-
na itu, juga mendukung 
didirikannya Badan Gizi 
Nasional, yang secara khu-
sus menangani program 
makan bergizi gratis bagi 
para siswa di sekolah.

 "Saya sangat berharap 
agar Badan Gizi Nasional 
segera terwujud sehingga 
program makan bergi-
zi gratis dapat berjalan 

lancar, aman, damai dan 
berkesinambungan," ucap 
Heikal.

Lanjut lanjut, Heikal 
ikut berharap, program 
makan bergizi Presiden 
Prabowo juga didukung 
oleh Presiden Joko Wi-
dodo (Jokowi), Presiden 
ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY), dan 
Presiden ke-5 RI Mega-
wati Soekarnoputri. Dia 
juga mengajak elite poli-
tik, tokoh agama, kepala 
daerah tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota ikut 
memuluskan program pro 
rakyat kecil itu.

Dengan begitu, program 
yang menyasar para sis-
wa agar tidak ada lagi 
anak stunting tersebut bisa 
berjalan tanpa gangguan 
politik. Menurut Heikal, 
program unggulan itu 
juga memiliki manfaat 
dengan berputarnya eko-
nomi di masyarakat kelas 
bawah. Jika program ma-
kan bergizi gratis berjalan 
maka kondisi perekono-
mian Indonesia bisa lebih 
baik dalam menghadapi 
ancaman ketidakstabilan 
global.

"Saat ini dinamika ek-
onomi keuangan global 
berubah cepat sehingga 
risiko dan ketidakpastian 
meningkat, hal ini men-
jadi ancaman bagi negara 
berkembang termasuk 
Indonesia. Mari rakyat 
Indonesia mendukung 
program makan bergi-
zi gratis yang dijanjikan 
bapak Presiden Prabowo 
dan Wakil Presiden Gi-
bran," ujar Heikal.RPB

Heikal Safar Dukung 
Prabowo Bentuk 

Badan Gizi Nasional
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SETELAH menjadi polemik, Gu-
bernur Kalimantan Timur Rudy 
Mas’ud akhirnya mengembali-
kan mobil dinas mewah seharga 

Rp8,5 miliar ke kas daerah. Di satu sisi, ke-
putusan itu menunjukkan adanya kemauan 
pemimpin untuk mendengar. Meskipun 
harus menunggu ‘tekanan’ dari publik, baik 
melalui media sosial maupun media arus 
utama, setidaknya masukan dari berbagai 
pihak pada akhirnya mampu menembus 
dinding tebal kekuasaan.

Namun, di sisi lain, kejadian itu menyis-
akan praduga kuat perihal absennya nalar 
empati seorang pemimpin kepada rakyat. 
Bayangkan, ketika baru saja menduduki 
kursi kekuasaan, hal pertama yang terlin-
tas di benak gubernur justru kemewahan 
tunggangan, bukan beban hidup rakyatnya. 
Inilah potret buram yang memperlihatkan 
betapa tipisnya batas antara fasilitas nega-
ra dan syahwat kemewahan di kalangan 
pejabat.

Sebelum episode pengembalian mobil 
dinas itu muncul, publik terutama warga 
Kaltim memang sempat dibuat terperan-
gah. Di tengah upaya daerah membangun 
infrastruktur dan membenahi kesejahteraan, 
muncul pengadaan kendaraan operasional 
dengan angka yang fantastis. Angka Rp8,5 
miliar untuk satu unit kendaraan tidak saja 
menjadi jumlah yang terlalu menembus 
langit, tapi juga menampar warga Kaltim

Di provinsi yang dijuluki ‘Lumbung 
Energi’ itu, kekayaan alam yang melimpah 
belum sepenuhnya linier dengan kesejah-
teraan merata. Data menunjukkan bahwa 
meskipun Kaltim memiliki produk domes-
tik regional bruto (PDRB) per kapita yang 
tinggi, angka kemiskinan di kantong-kan-
tong pedalaman dan pesisir masih menjadi 
noktah hitam.

Ironisnya, dalam situasi seperti itu, pe-
merintah daerah malah mengalokasikan 
Rp8,5 miliar hanya untuk satu unit mobil 
dinas gubernur. Padahal, semestinya uang 
sebanyak itu bisa lebih memberikan man-
faat kepada rakyat jika dikonversi menjadi 
ribuan paket beasiswa, puluhan kilometer 
perbaikan jalan desa, atau fasilitas kesehatan 
di pelosok yang lebih memadai.

Cemoohan dan kritik pedas kepada sang 
gubernur pun langsung membanjiri ruang 
digital. Itu bukan sekadar nyinyiran, melain-
kan representasi dari rasa keadilan publik 
yang tercederai. Rakyat sesungguhnya 
tidak antipati dengan fasilitas yang dibe-
rikan negara kepada para pemimpin atau 
pejabat. Namun, yang mereka tuntut ialah 
kepantasan dan kepatutan.

Ketika seorang pejabat memilih tunggan-
gan yang harganya selangit, ia tidak sadar 
bahwa sebenarnya sedang membangun 
tembok tinggi antara dirinya dan rakyat. 
Pagar kebanggaan akan muruah daerah 
dibangun kelewat tinggi, sementara realitas 
pahit warga ada di akar rumput.

Betul bahwa kita patut memberikan kredit 
poin kepada Rudy Mas’ud yang akhirnya 
meralat keputusannya setelah menerima 
masukan dari berbagai pihak. Dalam po-
litik, mengakui kekeliruan dan melakukan 
koreksi adalah langkah yang jauh lebih 
terhormat daripada bersikap seolah paling 
benar. Namun, kepemimpinan yang res-
ponsif semestinya tidak perlu menunggu 
‘teriakan’ publik terlebih dahulu.

Seorang pemimpin sejatinya mesti me-
miliki radar etika yang tajam. Ia juga harus 
mempunyai sense of crisis. Semestinya pula 
ia tidak secara provokatif bermewah-me-
wah, di saat masih banyak rakyatnya 
bergelimang susah. Sejujurnya, muruah 
seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh 
kemewahan kendaraan yang ia tumpangi, 
tetapi oleh kedalaman empati terhadap 
nasib rakyat.

Peristiwa di Kaltim harus menjadi pelaja-
ran amat berharga bagi seluruh pemimpin 
di negeri ini. Saat ini kita sedang berada 
dalam fase ketika transparansi adalah se-
suatu yang mutlak dan kontrol sosial adalah 
keniscayaan. Siapa pun pemimpin, jangan 
bermain-main dengan rakyat karena rakyat 
sedang dan akan terus mengawasi setiap 
rupiah yang mengalir dari keringat mereka.

Ini juga harus menjadi cermin bagi kepala 
daerah lain di seluruh Indonesia agar lebih 
wawas diri dalam menggunakan anggaran 
negara. Mereka mesti mendorong sistem 
pengawasan anggaran yang lebih ketat agar 
pengadaan barang yang ‘nirempati’, serupa 
kasus pengadaan mobil dinas mewah di Kal-
tim, tidak lolos sejak tahap perencanaan.*-
Media Indonesia

MBG sebagai Pilar Strategis 
Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang 
digagas pemerintahan Presiden Prabowo Su-
bianto merupakan langkah visioner yang me-
negaskan keberpihakan negara terhadap masa 
depan generasi muda. 

KEBIJAKAN ini 
tidak dapat di-
pandang secara 
sempit sebagai 

program distribusi makanan 
semata, melainkan sebagai 
strategi besar pembangunan 
sumber daya manusia yang 
dirancang secara sistematis, 
terukur, dan berorientasi jang-
ka panjang. Dalam konteks 
persaingan global yang sema-
kin kompetitif, kualitas ma-
nusia menjadi faktor penentu 
daya saing bangsa. Karena itu, 
intervensi negara pada aspek 
gizi anak sekolah merupa-
kan keputusan strategis yang 
mencerminkan kepemimpi-
nan yang berpandangan jauh 
ke depan.

Sekretaris Kabinet Teddy 
Indra Wijaya menegaskan 
bahwa MBG tidak menguran-
gi program maupun anggaran 
pendidikan. Anggaran pendi-
dikan tetap berada pada porsi 
20 persen APBN dengan nilai 
Rp 769,1 triliun, sesuai amanat 
konstitusi. Seluruh program 
pendidikan tetap berjalan se-
bagaimana mestinya dan bah-
kan mengalami penguatan. 
Penegasan ini menunjukkan 
bahwa pemerintah bekerja 
dengan perencanaan fiskal 
yang matang, berbasis data, 
serta melalui koordinasi in-

tensif dengan DPR. Dengan 
fondasi anggaran yang kokoh 
dan legitimasi politik yang 
kuat, MBG hadir sebagai pen-
guat ekosistem pendidikan 
nasional.

Dukungan parlemen ter-
hadap MBG juga memper-
lihatkan kesadaran kolektif 
bahwa investasi pada generasi 
muda harus ditempatkan se-
bagai prioritas utama. Ketua 
Badan Anggaran DPR RI Said 
Abdullah menyatakan bahwa 
seluruh fraksi telah menyepa-
kati APBN yang di dalamnya 
mencakup anggaran untuk 
MBG. Persetujuan tersebut 
menegaskan bahwa kebijakan 
ini lahir melalui proses pem-
bahasan yang komprehensif 
dan akuntabel. Kesepahaman 
antara eksekutif dan legislatif 
menjadi fondasi penting bagi 
keberlanjutan program, seka-
ligus memperkuat stabilitas 
arah pembangunan nasional.

Dari perspektif kesehatan 
masyarakat, MBG memiliki 
dimensi strategis yang tidak 
terbantahkan. Anggota Ko-
misi IX DPR RI Vita Ervina 
menilai bahwa peningkatan 
gizi anak merupakan fonda-
si utama bagi terwujudnya 
bangsa yang sehat, cerdas, 
dan berdaya saing tinggi. Gizi 
yang memadai akan mening-

OLEH : DEWI PUTERI LESTARI*

Suku Bunga Tinggi, Stabilitas 
Terjaga tapi Ekonomi Tertahan

STABILITAS nilai tukar memang penting. 
Namun, ketika suku bunga tinggi dipertahan-
kan terlalu lama, pertanyaan mendasarnya 
menjadi tak terhindarkan: siapa yang me-
nanggung biayanya? Di tengah ketidakpastian 
global, kebijakan moneter yang bertumpu pada 
stabilitas rupiah berhasil menenangkan pasar 
keuangan. 

PADA saat  yang 
sama, dunia usaha 
menahan ekspansi, 
kredit melambat, 

dan ekonomi riil mulai kehi-
langan momentum. Pilihan 
kebijakan ini mencermin-
kan sikap kehati-hatian Bank 
Indonesia dalam menjaga 
kredibilitas makroekonomi. 
Dalam kerangka kebijakan 
moneter modern, suku bunga 
diposisikan sebagai jangkar 
ekspektasi inflasi sekaligus 
instrumen untuk meredam te-
kanan eksternal. Stabilitas di-
prioritaskan agar kepercayaan 
pasar tetap terjaga. Namun, 
kebijakan publik tidak pernah 
bebas biaya. 

Ketika suku bunga tinggi 
menjadi strategi utama, dam-
paknya merambat ke ekonomi 
riil, mulai dari mahalnya biaya 
kredit, tertahannya investasi, 
hingga melemahnya daya beli 
masyarakat. Secara normatif, 
pilihan ini tampak masuk 
akal. Stabilitas makroekono-
mi memang fondasi penting 
bagi perekonomian. Namun, 

kebijakan publik tidak cukup 
dinilai dari niatnya, melain-
kan dari dampaknya. 

Per tanyaan krus ia lnya 
adalah apakah biaya kebijakan 
suku bunga tinggi saat ini 
dibagi secara adil, atau justru 
lebih banyak ditanggung oleh 
ekonomi riil dan masyarakat 
luas. Dalam praktik global, 
sikap kehati-hatian ini juga di-
pengaruhi arah kebijakan bank 
sentral utama, terutama Federal 
Reserve, yang mempertahan-
kan suku bunga tinggi lebih 
lama dari perkiraan awal. Bagi 
negara berkembang, perbedaan 
suku bunga penting untuk me-
nahan arus modal keluar dan 
meredam tekanan nilai tukar. 

Namun, strategi ini mem-
bawa konsekuensi ketika 
diterapkan terlalu lama di 
dalam negeri. Di balik stabili-
tas pasar keuangan, dampak 
terhadap ekonomi riil tidak 
bisa diabaikan. Suku bunga 
tinggi berarti biaya kredit 
mahal. Dunia usaha menunda 
ekspansi, UMKM kesulitan 
mengakses pembiayaan, dan 

rumah tangga menahan kon-
sumsi. Perlambatan kredit 
produktif menjadi sinyal bah-
wa transmisi kebijakan mone-
ter bekerja secara kontraktif. 
Dalam bahasa sederhana, ek-
onomi riil diminta “bersabar” 
demi ketenangan pasar. 

Masalahnya, sumber infla-
si domestik tidak sepenuh-
nya berasal dari sisi permin-
taan. Dalam beberapa tahun 
terakhir, inflasi Indonesia 
lebih banyak dipicu faktor 
penawaran, terutama har-
ga pangan bergejolak dan 
gangguan distribusi. Dalam 
kondisi seperti ini, efektivitas 
suku bunga tinggi menjadi 
terbatas. Harga pangan tidak 
otomatis turun hanya karena 
kredit mahal. Yang terjadi 
justru daya beli melemah, se-
mentara tekanan harga belum 
tentu hilang. Di sinilah kritik 
terhadap arah kebijakan Bank 
Indonesia perlu ditegaskan. 

Terlihat adanya policy 
asymmetry, di mana respons 
terhadap risiko depresiasi 
nilai tukar jauh lebih cepat 

dan tegas dibandingkan res-
pons terhadap perlambatan 
ekonomi riil. Setiap tekanan 
pada rupiah segera dihadapi 
dengan pengetatan, sementa-
ra sinyal pelemahan investasi, 
kredit, dan lapangan kerja 
cenderung ditoleransi lebih 
lama. Bias ini dapat dipahami 
sebagai warisan krisis masa 
lalu. Banyak negara berkem-
bang memiliki fear of floating, 
yakni ketakutan terhadap 
gejolak nilai tukar. 

Namun, jika ketakutan ini 
terus mendikte kebijakan, ia 
berubah menjadi self-imposed 
constraint. Ruang kebijakan 
menyempit bukan karena 
kondisi objektif, melainkan 
karena kehati-hatian yang ber-
lebihan. Akibatnya, kebijakan 
moneter menjadi reaktif ter-
hadap sentimen global, bukan 
proaktif terhadap kebutuhan 
domestik. Ketergantungan 
berlebihan pada suku bunga 
juga menciptakan ketidak-
seimbangan kebijakan. 

Tidak semua tekanan nilai 
tukar harus dibayar dengan 

OLEH : LISTYA ENDANG ARTIANI

katkan konsentrasi belajar, 
memperkuat imunitas, serta 
mendukung perkembangan 
kognitif secara optimal. Den-
gan demikian, MBG secara 
langsung berkontribusi ter-
hadap peningkatan kuali-
tas pembelajaran di sekolah. 
Anak-anak yang sehat dan 
tercukupi gizinya memiliki 
kesiapan belajar yang lebih 
baik, sehingga efektivitas 
investasi pendidikan dapat 
dimaksimalkan.

Lebih jauh, MBG mencer-
minkan pendekatan pemban-
gunan yang holistik. Pendi-
dikan tidak hanya dipahami 
sebagai transfer ilmu penge-
tahuan di ruang kelas, tetapi 
sebagai proses pembentukan 
manusia seutuhnya. Wakil 
Ketua Komisi X DPR RI Lalu 
Hadrian Irfani menegaskan 
bahwa MBG justru mem-
perkuat tujuan pendidikan 
nasional secara menyeluruh. 
Dengan memastikan anak-
anak mendapatkan asupan 
gizi yang layak, negara sedang 
membangun fondasi karakter, 
kedisiplinan, serta kebiasaan 
hidup sehat yang akan mele-
kat hingga dewasa. Integrasi 
antara kebijakan gizi dan pen-
didikan menunjukkan bahwa 
pemerintah mengedepankan 
paradigma pembangunan 
manusia yang terintegrasi.

Sejalan dengan pelaksa-
naan MBG, pemerintah juga 
memperkuat berbagai pro-
gram pendidikan lainnya. 
Program Indonesia Pintar 
dan Kartu Indonesia Pintar 
tetap berjalan untuk memas-
tikan akses pendidikan tetap 
terbuka luas. Pembangunan 
Sekolah Rakyat diperluas 

guna menjangkau anak-anak 
yang rentan putus sekolah. 
Renovasi ribuan sekolah di 
berbagai daerah menunjuk-
kan komitmen nyata terhadap 
peningkatan kualitas infrast-
ruktur pendidikan. Distribusi 
ratusan ribu smartboard ke 
sekolah-sekolah mempercepat 
transformasi pembelajaran 
berbasis teknologi digital. 
Selain itu, kenaikan insentif 
guru honorer menjadi bukti 
bahwa kesejahteraan tenaga 
pendidik turut menjadi per-
hatian serius.

Keseluruhan langkah terse-
but memperlihatkan bahwa 
MBG bukan kebijakan yang 
berdiri sendiri, melainkan 
bagian dari orkestrasi besar 
reformasi pendidikan dan 
kesehatan. Negara hadir se-
cara konkret, tidak hanya 
melalui regulasi, tetapi melal-
ui program yang menyentuh 
langsung kebutuhan dasar 
anak-anak Indonesia. Keha-
diran negara dalam bentuk 
penyediaan makanan bergizi 
setiap hari merupakan simbol 
kepedulian dan tanggung ja-
wab konstitusional terhadap 
hak anak untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal.

Narasi besar yang diban-
gun melalui MBG adalah 
optimisme kolektif. Program 
ini mengirimkan pesan kuat 
bahwa Indonesia tidak men-
unda investasi pada generasi 
mudanya. Dalam kerangka 
visi Indonesia Emas 2045, 
penguatan kualitas sumber 
daya manusia menjadi prasy-
arat utama untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi ber-
kelanjutan, stabilitas sosial, 
dan kepemimpinan regional 

yang kuat. MBG menjadi 
salah satu instrumen penting 
untuk memastikan bahwa 
bonus demografi benar-benar 
menjadi berkah, bukan beban 
pembangunan.

Lebih dari itu, MBG mere-
presentasikan transformasi 
paradigma kebijakan publik. 
Jika sebelumnya pendekatan 
pembangunan sering kali 
bersifat reaktif terhadap ma-
salah, kini pemerintah men-
gambil langkah preventif dan 
promotif. Negara bertindak 
sejak dini untuk mencegah 
stunting, kekurangan gizi, dan 
penurunan kualitas kesehatan 
anak usia sekolah. Strategi 
ini tidak hanya berdampak 
pada capaian jangka pendek, 
tetapi juga memberikan im-
bal hasil sosial dan ekonomi 
dalam jangka panjang melalui 
peningkatan produktivitas 
generasi mendatang.

Dengan dukungan politik 
yang solid, komitmen angga-
ran yang jelas, serta orientasi 
pada tata kelola yang baik, 
MBG memiliki potensi be-
sar menjadi tonggak sejarah 
kebijakan sosial Indonesia. 
Program ini memperlihatkan 
bahwa pembangunan ma-
nusia ditempatkan sebagai 
inti agenda nasional. Melalui 
MBG, Indonesia sedang me-
negaskan tekadnya untuk 
melahirkan generasi yang 
sehat, cerdas, berkarakter, dan 
siap bersaing di tingkat global. 
Optimisme tersebut bukan 
sekadar retorika, melainkan 
wujud konkret dari kebera-
nian mengambil keputusan 
strategis demi masa depan 
bangsa. *Penulis merupakan 
Pengamat Pendidikan Nasional

Mobil Mewah 
bukan 

Penentu Muruah

mahalnya biaya kredit. Instru-
men lain tersedia, mulai dari 
intervensi valas, pengelolaan 
likuiditas, hingga komunikasi 
kebijakan yang lebih kuat. 
Tanpa diversifikasi instru-
men, beban stabilisasi ekono-
mi jatuh hampir sepenuhnya 
pada ekonomi riil. Alternatif 
kebijakan sebenarnya terbuka. 

Pertama, Bank Indonesia 
perlu menyeimbangkan peni-
laian risiko antara stabilitas 
kurs dan kesehatan ekonomi 
riil. Perlambatan pertum-
buhan dan kredit seharusnya 
diperlakukan sebagai risiko 
serius, bukan sekadar efek 
samping. Kedua, tekanan nilai 
tukar perlu direspons lebih 
selektif, tidak selalu melalui 
suku bunga. Ketiga, komu-
nikasi kebijakan harus lebih 
jujur soal biaya dan manfaat. 

Mengakui adanya dilema 
justru memperkuat legitima-
si kebijakan. Pada akhirnya, 
kebijakan suku bunga bukan 
semata persoalan teknis, me-
lainkan pilihan arah pemban-
gunan ekonomi. Stabilitas 
pasar keuangan memang 
penting, tetapi bukan tujuan 
akhir. 

Bank sentral yang kuat bu-
kan hanya yang mampu me-
nenangkan pasar, melainkan 
yang memastikan stabilitas 
tidak dibayar mahal oleh 
dunia usaha, tenaga kerja, 
dan rumah tangga. Jika tidak 
dikoreksi, suku bunga tinggi 
berisiko aman bagi pasar, 
tetapi berat bagi ekonomi riil. 
Penulis: Ekonom Universitas Is-
lam Indonesia *SindoNews.Com
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SULTENG RAYA — Di 
tengah fluktuasi harga nikel 
dunia dan sorotan publik 
terhadap dampak industri 
tambang, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, memilih ber-
diri dengan satu pesan yang 
jelas: industri harus menjadi 
solusi, bukan beban, bagi 
Indonesia. 

Pesan itu disampaikan 
dalam acara Breakfasting 
Discussion bersama me-

dia yang digelar, Senin 
(2/3/2026). 

Head of External Relati-
ons Regional and Growth 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma mewakili manaje-
men PT Vale, menegaskan 
bahwa tantangan global 
justru menjadi momentum 
untuk memperkuat fondasi 
industri nasional.

Sepanjang 2025, harga ni-
kel global mengalami teka-
nan yang signifikan. Namun 

di tengah situasi tersebut, 
PT Vale tetap mencatatkan 
kinerja operasional yang 
stabil. Hingga November 
2025, produksi nikel matte 
mencapai 66.848 ton, naik 3 
persen secara tahunan. Total 
pendapatan perusahaan 
mencapai US$902 juta.

Bagi PT Vale, angka-angka 
ini bukan sekadar statistik. 
“Ketahanan industri tidak 
dibangun dalam satu mu-
sim harga tinggi. Ini adalah 

SULTENG RAYA – Scarf 
dan hijab kini tidak lagi 
sekadar pelengkap busa-
na, tetapi menjadi medium 
ekspresi dan cerita. Hal ini 
diwujudkan oleh Hijasmita, 
brand fesyen asal Jakarta 
Timur yang mengangkat 
keindahan serta kearifan 
lokal Indonesia melalui de-
sain scarf dan outer bergaya 
modern.

Hijasmita didirikan Mita 
pada awal 2019, setelah ia 
memutuskan resign dari 
pekerjaannya di akhir 2018. 
Berangkat dari keinginan 
untuk tetap produktif dan 
membangun sesuatu yang 
ia rintis sendiri, Mita me-
milih bisnis fesyen karena 
tren hijab printing yang se-
dang berkembang. Namun, 
ia menyadari pentingnya 
karakter brand yang kuat 
sehingga aktif mengikuti 
pelatihan dan program pem-
binaan untuk menemukan 
identitas Hijasmita.

Nama Hijasmita memiliki 
makna personal, diambil 
dari nama Asmita dan di-
maknai sebagai simbol hij-
rah atau perubahan. Nama 
tersebut merepresentasikan 
perjalanan Mita dari karya-
wan menjadi wirausaha. 
Sejak awal, Hijasmita tidak 
hanya menjual produk fesy-
en, tetapi juga membawa 
pesan transformasi dan pen-
gembangan diri.

Produk Hijasmita ber-
fokus pada scarf  yang 
dikreasikan secara fleksi-
bel, mulai dari hijab, outer, 
waspina, hingga turunan 
seperti pouch dan scrunchie. 
Seluruh proses produksi 
mengedepankan prinsip 
keberlanjutan dengan me-
manfaatkan sisa kain agar 
tidak terbuang, sehingga 
setiap bahan memiliki nilai 
guna maksimal.

“Scarf itu sangat fleksibel, 
tidak hanya sebagai hijab, 
tetapi juga bisa menjadi ou-
ter, waspina, hingga diolah 
dari sisa kainnya. Saya ingin 
setiap bahan yang dipro-
duksi tetap dimanfaatkan 
agar tidak terbuang sia-sia,” 
ujar Mita.

Ciri khas Hijasmita terle-
tak pada motif yang men-
gangkat ornamen lokal, khu-
susnya dari Jakarta, seperti 
gigi balang, langkan, padi, 
dan flora Nusantara yang 

diterjemahkan dalam desain 
modern. Karya-karyanya te-
lah tampil di berbagai pame-
ran, masuk ke department 
store, menjalin kemitraan 
hingga Bali, serta menembus 
pasar internasional seperti 
Korea dan Malaysia.

Perjalanan Hijasmita me-
masuki babak baru saat Mita 
bergabung dengan Rumah 
BUMN Jakarta dan men-
gikuti program BRIncuba-
tor BRI pada 2023. Melalui 
program tersebut, ia mem-
peroleh pendampingan in-
tensif yang membantu arah 
pengembangan usahanya 
menjadi lebih terstruktur 
dan strategis.

Mita merasakan materi 
BRIncubator sangat aplikatif 
karena tidak hanya bersi-
fat teoritis, tetapi langsung 
membahas tantangan nyata 
yang dihadapi pelaku usaha. 
Ia mendapatkan pembekalan 
mengenai pemasaran, bran-
ding, digitalisasi, serta penge-
lolaan keuangan yang dapat 
langsung diterapkan dalam 
operasional sehari-hari.

“Materinya sangat aplika-
tif. Kita nggak cuma dikasih 
teori, tapi benar-benar diajak 
diskusi sesuai masalah usa-
ha yang lagi kita hadapi. 
Jadi apa yang dipelajari itu 
langsung kepakai di usaha 
aku sehari-hari,” kata Mita.

Dari proses evaluasi sela-
ma program, Mita menyada-
ri pentingnya fokus dalam 
pengembangan produk dan 
penentuan target pasar. 
Salah satu keputusan stra-
tegis yang diambil adalah 
memaksimalkan produk ou-
ter, yang ternyata memiliki 
pasar lebih luas dibanding-
kan hijab, tanpa meninggal-
kan identitas budaya yang 
menjadi karakter utama 
Hijasmita.

Selain peningkatan ka-
pasitas bisnis, Mita juga 
merasakan manfaat dari 
perluasan jejaring. Kesem-
patan mengikuti berbagai 
pameran yang difasilitasi 
BRI membuka akses pasar 
yang lebih luas sekaligus 
meningkatkan kepercayaan 
dirinya dalam menjalankan 
usaha.

Ke depan, Mita berharap 
Hijasmita terus berkembang 
secara konsisten dan mam-
pu melangkah lebih jauh, 
termasuk menembus pasar 
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hasil konsistensi investasi, 
disiplin operasional, dan 
komitmen jangka panjang 
khususnya yang berdampak 
untuk masyarakat, lingkun-
gan dan dunia,” ujar Endra 
dalam keterangan resminya.

Komitmen itu terlihat 
nyata melalui Indonesia 
Growth Project (IGP), yang 
kini menjadi mesin pertum-
buhan baru perusahaan se-
kaligus bagian penting dari 
agenda hilirisasi nasional.

Di Pomalaa, proyek senilai 
sekitar US$4,5 miliar telah 
mencapai progres konstruksi 
lebih dari 65 persen. Penju-
alan perdana bijih nikel yang 
dilakukan pada akhir Febru-
ari 2026 menjadi penanda 
bahwa proyek tersebut mulai 
memasuki fase operasional 
yang lebih matang. 

Dengan kapasitas stock-
pile hingga 4 juta wet me-
tric ton (Mwmt) dan target 
produksi awal 300.000 ton 
limonit per bulan, Pomalaa 
diproyeksikan menjadi salah 
satu simpul penting rantai 
pasok nikel Indonesia.

Sementara itu, proyek 
Morowali dengan nilai in-
vestasi US$2 miliar telah 
mencapai hampir 99 persen 
progres dan telah menca-

tatkan penjualan awal 2,2 
juta ton ore di awal 2026. Di 
Sorowako, pengembangan 
limonit senilai US$2,2 miliar 
terus berjalan sebagai bagian 
dari strategi jangka panjang 
perusahaan.

Total investasi terintegrasi 
yang mendekati US$9 miliar 
ini bukan hanya memper-
kuat posisi PT Vale, tetapi 
juga menempatkan Indone-
sia sebagai pemain utama 
dalam rantai pasok global 
baterai kendaraan listrik dan 
energi bersih.

Namun di tengah soro-
tan terhadap hilirisasi, satu 
isu yang tak pernah lepas 
adalah lingkungan. PT Vale 
menyadari bahwa keberlan-
jutan bukan lagi pilihan tam-
bahan, melainkan prasyarat 
mutlak.

Hingga akhir 2025, lebih 
dari 50 persen area bukaan 
tambang telah direklamasi 
secara progresif, dengan to-
tal reklamasi mencapai 3.863 
hektare. Operasi Sorowako 
didukung tiga pembangkit 
listrik tenaga air berkapasi-
tas 365 MW, menjadikannya 
salah satu operasi nikel den-
gan jejak energi bersih terbe-
sar di Indonesia. Lebih dari 
100 kolam pengendapan di-

bangun untuk memastikan 
kualitas air sebelum kembali 
ke badan alami.

Capaian ini turut tercer-
min dalam ESG Risk Rating 
Sustainalytics sebesar 23,7—
kategori medium dan yang 
terendah di Indonesia untuk 
sektor pertambangan. 

“Isu lingkungan tidak bo-
leh dijawab dengan defensif. 
Ia harus dijawab dengan 
data, dengan tindakan, dan 
dengan transparansi,” ujar 
Head of Corporate Commu-
nication PT Vale Indonesia, 
Vanda Kusumaningrum.

Di sisi sosial, perusahaan 
menyebut bahwa lebih dari 
99 persen tenaga kerjanya 
adalah warga negara Indo-
nesia. Ribuan pekerja dan 
kontraktor lokal terlibat 
dalam proyek-proyek stra-
tegis di Pomalaa, Morowali, 
dan Sorowako. 

Program pertanian orga-
nik, pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat, pela-
tihan operator alat berat, 
hingga pembangunan nur-
sery berkapasitas satu juta 
bibit per tahun menjadi 
bagian dari upaya memper-
kuat ekonomi lokal.

Bagi PT Vale, hilirisasi bu-
kan hanya soal membangun 

pabrik dan meningkatkan 
volume produksi. Hilirisasi 
adalah tentang mencipta-
kan nilai tambah di dalam 
negeri, memperkuat tenaga 
kerja lokal, serta memas-
tikan bahwa sumber daya 
alam benar-benar menjadi 
kekuatan ekonomi nasional.

Di tengah derasnya arus 
transisi energi global dan 
meningkatnya permintaan 
nikel untuk kendaraan lis-
trik, Indonesia berada di po-
sisi strategis. Pertanyaannya 
bukan lagi apakah Indonesia 
memiliki sumber daya, me-
lainkan bagaimana sumber 
daya itu dikelola.

Melalui investasi jangka 
panjang, disiplin operasi-
onal, dan standar keber-
lanjutan yang konsisten, 
PT Vale menegaskan satu 
hal: industri tambang dapat 
tumbuh tanpa meninggal-
kan tanggung jawabnya.

Ramadan menjadi momen-
tum refleksi bahwa pemban-
gunan sejati adalah pemban-
gunan yang seimbang antara 
ekonomi, lingkungan, dan 
masyarakat. Dan di tengah 
tekanan global, PT Vale te-
rus berupaya untuk berdiri 
sebagai bagian dari solusi 
bagi Indonesia. RHT

Hadapi Tekanan Harga Nikel Global, PT Vale: 
Industri Harus Jadi Solusi untuk Indonesia

internasional. Ia mengaku 
pendampingan tidak hanya 
memberinya ilmu, tetapi 
juga dukungan moral dari 
para coach dan sesama pe-
laku usaha, sehingga merasa 
lebih kuat dan tidak sen-
dirian dalam menghadapi 
tantangan bisnis

Pada kesempatan terpi-
sah, Direktur Micro BRI 
Akhmad Purwakajaya men-
jelaskan bahwa kehadiran 
Rumah BUMN BRI dituju-
kan sebagai wadah kolabo-
ratif bagi para pelaku usaha 
agar mampu meningkatkan 
kapasitas sekaligus daya 
saing bisnis. Inisiatif ini 
disusun untuk mendukung 
UMKM dalam memperluas 
jaringan serta menangkap 
peluang di tengah persain-
gan pasar yang kian ketat.

Ia juga menekankan bah-
wa pembinaan UMKM men-
jadi bagian dari komitmen 
berkelanjutan BRI dalam 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. 

Hingga saat ini, BRI terca-
tat telah membina 54 Rumah 
BUMN serta menggelar 
lebih dari 18.218 pelatihan 
bagi pelaku UMKM di ber-
bagai wilayah Indonesia.

“Melalui peningkatan 
literasi, digitalisasi, dan 
kemudahan akses, UMKM 
didorong untuk memper-
kuat daya saing dan meng-
hasilkan nilai tambah di 
pasar. Kisah pelaku usaha 
Hijasmita jadi kisah inspi-
ratif yang dapat direplika 
oleh pelaku usaha lainnya 
di berbagai daerah,” pung-
kasnya. RHT

CHIEF Executive Officer (CEO) Kalla Toyota, Robby Wijaya (tengah) saat mene-
rima penghargaan Indonesia Best CEO 2025 pada ajang SWA Media Group, di 
Jakarta, Kamis (26/2/2026). FOTO: DOK. KALLA TOYOTA

SULTENG RAYA - Di tengah 
dinamika industri otomotif yang 
penuh tantangan, kepemimpinan 
transformasional kembali mendapat 
pengakuan tertinggi. 

Robby Wijaya, yang menjabat 
sebagai Chief Executive Officer 
(CEO) sejak Januari 2025, resmi 
dianugerahi penghargaan bergengsi 
“The Best CEO 2025” oleh SWA Me-
dia Group. Penghargaan tersebut 
diberikan pada Kamis, 26 Februari 
2026, di Hotel Shangri-La Jakarta.

Robby Wijaya berhasil menya-
bet penghargaan tersebut untuk 
Kategori Perusahaan dengan Om-
set > 1 - 10 Triliun. Penghargaan 
ini diberikan atas keberhasilannya 
menjaga stabilitas perusahaan 
serta mencatatkan pertumbuhan 
yang signifikan hanya dalam 
kurun waktu satu tahun kepemim-
pinannya. 

Sejak menempati kursi kepemim-
pinan di awal tahun 2025, Robby 
Wijaya dihadapkan pada berbagai 
rintangan berat di sektor otomotif. 
Mulai dari fluktuasi rantai paso-
kan global, pergeseran tren pasar 
ke kendaraan listrik (EV), hingga 
ketatnya persaingan harga di pasar 
domestik.

Namun, di bawah arahannya, 
perusahaan justru mampu melaku-
kan adaptasi cepat melalui efisiensi 
operasional dan inovasi layanan 
pelanggan.  “Penghargaan ini bu-

kan sekadar pencapaian pribadi, 
melainkan buah dari kerja keras se-
luruh karyawan Kalla Toyota yang 
tetap solid meski dihantam berbagai 
rintangan di bidang otomotif sepan-
jang tahun 2025. Fokus kami adalah 
inovasi layanan yang berkelanjutan 
dan pendekatan yang lebih personal 
kepada pelanggan,” kata Robby 
Wijaya dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, Senin 
(2/3/2026).

Diketahui, penilaian dilakukan 
secara terstuktur melalui proses 
seleksi yang meliputi penjaringan 
kandidat, survei, hingga validasi 
menyeluruh guna memastikan ob-
jektivitas hasil. 

Penghargaan ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat stra-
tegis, baik dalam peningkatan 
brand exposure, penguatan citra 
perusahaan, hingga perluasan jeja-
ring bisnis khususnya pada bidang 
otomotif. 

Untuk mengetahui informasi 
lebih lengkap seputar Kalla Toyota, 
pelanggan dapat berkunjung ke 
website Kalla Toyota di kallatoyo-
ta.co.id atau sosial media Kalla 
Toyota di Instagram @KallaToyo-
taID, Twitter @KallaToyotaID dan 
Facebook KallaToyota.me. Dapat 
pula menghubungi hotline Kalla 
Care di nomor 04113000103 atau 
live chat via WhatsApp di nomor 
08114414030. RHT

Chief Executive Officer Kalla 
Toyota Raih Penghargaan 
Indonesia Best CEO 2025

MITA, owner Hijasmita. FOTO: DOK. BRI 
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Kegigihan para pebalap 
lulusan Astra Honda Racing 
School (AHRS) ini jelas terli-
hat. Podium ketiga berhasil 
diraih oleh Bintang Pranata 
Sukma pada balapan perta-
ma dan posisi kelima dalam 
balapan kedua. Bintang Pra-
nata Sukma, Resky Yusuf, 
Maulana Malik, dan Muh 
Badly Ayatullah memiliki 
motivasi tinggi dalam me-
naklukan sirkuit Chang di 
putaran awal IM4AC yang 
digelar dalam 15 lap. 

Sesi kualifi kasi membuat 
Bintang start dari posisi ke-
lima, Resky keempat, Badly 
ke-11 dan Maulana ke-14. 
Di balapan pertama (28/2), 
pada lima lap pertama, keti-
ga pebalap binaan PT Astra 
Honda Motor (AHM) yakni 
Bintang, Resky dan Badly 
mampu bersaing di posisi 
podium, namun ketatnya 
persaingan membuat posisi 
terus berubah. Mereka pun 

terus bertahan dengan me-
lakukan manajemen ban dan 
fokus terhadap strategi yang 
akan dieksekusi.

Memasuki lap akhir, mo-
tivasi tiap pebalap semakin 
tinggi. Serangan dalam be-
berapa sektor pun dilaku-
kan. Bintang dan Resky 
terus memacu NSF250R, be-
rusaha menyelinap di antara 
pebalap rivalnya. Memasuki 
tikungan akhir, fokus peba-
lap dalam melakukan titik 
pengereman diuji. Bintang 
yang berada di posisi lima, 
menusuk masuk lewati dua 
pebalap di depannya dan 
melakukan cornering yang 
mulus. Podium ketiga men-
jadi milik Indonesia. Dalam 
balapan ini, Resky fi nish di 
posisi ke-10, Badly ke-14 dan 
Maulana ke-15.

Pada balapan kedua yang 
berlangsung Minggu (1/3), 
Bintang memulai jalannya 
balapan pada posisi lima 

PEBALAP muda Indonesia yang tampil kompetitif pada putaran pertama ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC). FOTO: DOK HONDA

Pebalap Muda Astra 
Honda Tampil Kencang 

di Laga Pembuka Moto4 
Asia Cup Buriram

SULTENG RAYA – Pebalap muda Indone-
sia tampil kompetitif pada putaran pertama 
ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 
yang berlangsung di Chang International 
Circuit, Buriram Thailand pada tanggal 28 
Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026.

dan langsung memimpin 
jalannya balapan. Memasuki 
lap kedua Badly dan Resky 
bersaing di posisi lima besar, 
sementara Maulana berupa-
ya masuk dalam persaingan 
10 besar. Terlihat dalam 
persaingan di balapan kedua 
ini setiap pebalap memiliki 
strategi tersendiri dengan 
menjaga ritme balapnya. Po-
sisi podium terus berubah, 
Badly dan Resky sempat 
memimpin.

Persaingan memasuki 
lap akhir, tensi meninggi, 
Bintang dan Badly sempat 
melebar dan terlempar dari 
perebutan posisi podium. 
Petaka, Resky menabrak 
pebalap lain hingga terja-
tuh dan harus kembali ke 
paddock lebih awal. Bintang 
finish di posisi keempat 
namun ia terkena penalti se-
hingga harus turun 1 posisi, 
sementara Badly finish di 
posisi enam, dan Maulana di 
posisi 14. Hasil ini membuat 
Bintang berada di posisi 
empat klasemen sementara 
dengan 27 poin, Badly di 
posisi 10 (12 poin), Resky di 
posisi 13 (6 poin), dan Mau-
lana di posisi 17 (3 poin).

“Alhamdulillah, round 
pertama Moto4 Asia Cup su-
dah selesai, perjalanan race 

dua tadi cukup menantang. 
Beberapa kali saya mencoba 
mencuri posisi podium bah-
kan terdepan, sayang di lap 
akhir banyak insiden yang 
membuat saya tertahan dan 
terlibat insiden hingga harus 
turun 1 posisi menjadi ke-5. 
Terimakasih atas dukungan-
nya, saya akan mempersiap-
kan diri lebih baik lagi di seri 
Qatar,” ujar Bintang. Gene-
ral Manager Marketing Plan-
ning and Analysis AHM, 
Andy Wijaya menyatakan 
apresiasi atas kegigihan 
yang ditampilkan oleh pe-
balap-pebalap belia lulusan 
AHRS di putaran pertama 
ajang IM4AC 2026.

“Para pebalap muda 
mampu menampilkan per-
tarungan yang kompetitif 
dalam bersaing dengan pe-
balappotensial Asia lainnya. 
Hal ini tentu menjadi bekal 
positif bagi mereka. Melalui 
semangat Satu Hati, kami 
akan terus mendukung me-
reka untuk tumbuh sebagai 
pebalap yang berprestasi 
dan membanggakan bang-
sa,” ujar Andy.

Gelaran IM4AC akan 
kembali berlangsung pada 
bulan April mendatang dan 
dilaksanakan di Lusail Inter-
national Circuit, Qatar.*/YAN

SULTENG RAYA  – Ke-
pala Pelaksana BPBD Ka-
bupaten Tolitoli, Abdullah 
Haruna, menegaskan bahwa 
informasi yang beredar di 
media sosial terkait prediksi 
gempa megathrust besar 
akan terjadi di seluruh In-
donesia pada tahun 2026 
adalah tidak benar atau 
hoaks.

Menurutnya, kabar terse-
but mencatut nama BMKG 
tanpa dasar. Ia menegaskan 
bahwa BMKG tidak pernah 
menyampaikan prediksi 
waktu pasti terjadinya gem-
pa bumi.

“Dalam ilmu pengetahu-
an dan teknologi saat ini, 
belum ada metode yang 
mampu memprediksi secara 
tepat kapan, di mana, dan 
seberapa besar gempa akan 
terjadi,” ujar Abdullah di 
Kabupaten Tolitoli.

Ia menjelaskan, BMKG 
secara rutin melakukan pe-
mantauan aktivitas seis-
mik di seluruh wilayah 
Indonesia, mengkaji po-
tensi sumber gempa, serta 
menyampaikan informasi 
resmi berbasis data ilmiah. 
Namun, kajian potensi gem-
pa berbeda dengan prediksi 
waktu kejadian.

“Informasi potensi gem-
pa bertujuan untuk me-
ningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat, bukan untuk 
menimbulkan kepanikan,” 
tegasnya.

BPBD Tolitoli mengimbau 
masyarakat agar tidak mu-
dah percaya pada informasi 
yang tidak jelas sumbernya. 

FOTO: IST

Hoaks Megathrust 2026 Beredar, BPBD Tolitoli 
Tegaskan Tidak Ada Prediksi Gempa dari BMKG

Warga diminta untuk selalu 
memeriksa kebenaran in-
formasi melalui kanal resmi 
BMKG, baik melalui situs 
resmi maupun akun media 
sosial resminya.

Selain itu, masyarakat 
diingatkan untuk mening-
katkan kesiapsiagaan ben-
cana dengan memahami 
jalur evakuasi, mengikuti 
simulasi kebencanaan, dan 
memastikan keluarga memi-
liki rencana darurat.

“Bijak bermedia sosial dan 
selalu cek sumber informasi. 
Jangan ikut menyebarkan 
hoaks karena bisa menim-
bulkan keresahan di masy-
arakat,” jelas Abdullah.

BPBD Tolitoli juga me-
mastikan terus berkoordina-
si dengan BMKG dan peme-
rintah daerah dalam peman-
tauan aktivitas seismik guna 
memastikan masyarakat 
mendapat informasi yang 
akurat dan terpercaya. TAM

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka menyemarakkan 
Bulan Suci Ramadan 1447 
H, Pangdam XXIII/Palaka 
Wira (PW), Mayjen TNI J. 
Binsar Parluhutan Sianipar 
yang diwakili Kasdam XXI-
II/Palaka Wira Brigjen TNI 
Agus Sasmita, menghadiri 
acara buka puasa bersama 
yang digelar oleh Wakil 
Gubernur Sulawesi Tengah, 
Sabtu (28/2/2026), di Rum-

ah Jabatan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah, Jalan Wol-
ter Monginsidi, Palu.

Kegiatan yang berlangs-
ung hangat dan penuh ke-
bersamaan ini diawali den-
gan tausiah Ramadan oleh 
Ketua Forum Kerukunan 
Umat Beragama Provinsi Su-
lawesi Tengah, Prof. Dr. KH. 
Zainal Abidin, M.Ag. Dalam 
ceramahnya, dirinya menga-
jak seluruh hadirin menjadi-

KASDAM XXIII/Palaka Wira, Brigjen TNI Agus Sasmita, saat 
menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar oleh Wakil 
Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (28/2/2026), di Rumah Jabatan 
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Wolter Monginsidi, Palu. 
FOTO: PENDAM XXIII/PW

Buka Puasa Bersama, Kodam XXIII/PW 
dan Pemprov Sulteng Kokohkan Kebersamaan

kan momentum Ramadan 
sebagai sarana mempererat 
ukhuwah, meningkatkan 
keimanan, serta memper-
kuat sinergi demi menjaga 
kerukunan dan kedamaian 
di Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Ten-
gah dalam sambutannya 
menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih atas ke-
hadiran seluruh undangan. 
Ia menegaskan bahwa ke-
bersamaan di bulan suci ini 
menjadi energi positif untuk 
memperkokoh semangat 
membangun daerah. Mo-
men ini juga terasa istimewa 
karena bertepatan dengan 
lebih dari satu tahun masa 
pengabdian kepemimpi-
nan di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kehadiran Kodam 
XXIII/Palaka Wira dalam 
kegiatan ini menjadi wujud 
nyata komitmen TNI dalam 
mempererat sinergi/keber-
samaan dengan Pemerintah 
Daerah serta seluruh elemen 
masyarakat di wilayah Sula-
wesi Tengah.

Acara berlangsung khid-
mat dan diakhiri dengan doa 
bersama serta buka puasa 
yang diikuti seluruh tamu 
undangan dalam suasana 
penuh keakraban dan keke-
luargaan.*/YAT

SULTENG RAYA - Wa-
nita Hindu Dharma In-
donesia (WHDI) Provinsi 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
melaksanakan anjangsana 
yang dirangkaikan dengan 
berbagi tali kasih kepada 
Anak Binaan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Palu, Jumat 
(27/2/2026). 

Kegiatan ini merupakan 
bagian dari peringatan Hari 
Ulang Tahun WHDI ke-38 
yang mengusung tema 
“WHDI Peduli Anak.”

Kegiatan yang berlangs-
ung di Ruang Pendidikan 
LPKA Kelas II Palu sejak 
pukul 09.30 wita tersebut, 
disambut hangat oleh jaja-
ran LPKA Palu dan seluruh 
Anak Binaan. Acara diawali 
dengan pembukaan, kemu-
dian sambutan dari Kepala 
LPKA Palu yang diwakili 
Kepala Seksi Registrasi dan 
Klasifi kasi, Parlan Rosiaji 
Putra.

Dalam sambutannya, 
Parlan menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 

kepada Ketua WHDI Pro-
vinsi Sulteng, Ni Made 
Anggreniyati, beserta ja-
jaran pengurus yang telah 
hadir dan berbagi kasih. Ia 
menegaskan bahwa Anak 
Binaan merupakan genera-
si muda yang tengah men-
jalani proses pembinaan 
dan sangat membutuhkan 
perhatian, bimbingan, ser-
ta dukungan moral dari 
berbagai pihak. “Keha-
diran WHDI menjadi ben-
tuk nyata kepedulian sosial 
yang memberikan motivasi 
dan semangat bagi anak 
binaan untuk terus belajar, 
memperbaiki diri, dan me-
natap masa depan dengan 
optimistis,” kata Parlan.

Dalam kegiatan ini, ia 
juga berharap sinergi anta-
ra WHDI dan LPKA Kelas 
II Palu dapat terus terjalin 
dengan baik ke depannya.

Sementara, Ketua WHDI 
Provinsi Sulteng dalam 
sambutannya menyam-
paikan terima kasih kepa-
da pihak LPKA Palu atas 
kesempatan yang diberi-

kan untuk berbagi kasih 
bersama Anak Binaan. Ia 
memberikan pesan moti-
vasi agar para Anak Binaa 
tetap semangat menjalani 
masa pembinaan, tidak 
menyerah pada keadaan, 
serta terus berupaya meraih 
cita-cita dan masa depan 
yang lebih baik.

Sebagai bentuk kepeduli-
an, jajaran WHDI menyer-
ahkan bingkisan tali kasih 
kepada seluruh  Anak Bi-
naan. Kegiatan kemudian 
ditutup dengan sesi foto 
bersama sebagai wujud 
kebersamaan dan doku-
mentasi.

Seluruh rangkaian ke-
giatan berlangsung aman, 
tertib, dan kondusif. Me-
lalui kegiatan ini, LPKA 
Palu dan WHDI Provinsi 
Sulteng berharap dapat 
terus berkolaborasi dalam 
memberikan dampak posi-
tif dan semangat baru bagi 
Anak Binaan dalam men-
jalani proses pembinaan 
dan menata masa depan 
yang lebih baik.*/YAT

WHDI Sulteng Tebar Kepedulian, Berbagi 
Tali Kasih untuk Anak Binaan LPKA PaluPelaku Usaha ‘Hijasmita’ Tumbuhkan 

Kreativitas Memanfaatkan Pemberdayaan BRI
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Pertamina Sulawesi Berbagi Santunan 
Ramadhan untuk 30 Anak Panti Asuhan 

Sultan Al-Amin di Kendari

sekarang. Di situlah letak 
revolusinya. Puasa melatih 
kemampuan menunda ke-
senangan, menguatkan ken-
dali diri, dan membangun 
disiplin internal yang tidak 
bergantung pada penga-
wasan manusia, melainkan 
kesadaran kepada Tuhan.

Secara psikologis, puasa 
adalah latihan penguatan 
mental. Ketika tubuh me-
nahan konsumsi, pikiran 
justru belajar mengelola 
reaksi. Kita dipaksa untuk 
lebih sadar terhadap emosi: 
marah yang biasanya me-
ledak kini harus ditahan, 
keluhan yang biasa diucap 
kini harus diredam. Dari 
situ lahir kedewasaan. Pua-
sa membentuk ketahanan 
batin—kemampuan untuk 
tetap tenang meski tidak 
nyaman. Dan di dunia mo-
dern yang penuh tekanan, 
kemampuan ini adalah soft 
skill yang sangat mahal.

Lebih dari itu, puasa 
adalah proses detoksifikasi 
bukan hanya bagi tubuh, 
tetapi juga bagi jiwa. Jika tu-
buh diberi jeda dari asupan 
berlebihan, maka hati diberi 
ruang dari keserakahan dan 
kebisingan. Kita belajar bah-
wa kebahagiaan tidak selalu 
datang dari konsumsi, tetapi 
dari kesadaran. Rasa syukur 
tumbuh justru ketika kita 
merasakan kekurangan. 
Seteguk air saat berbuka 
terasa lebih bermakna di-
bandingkan minuman me-
wah yang diminum tanpa 
jeda. Kesederhanaan men-
jadi guru yang diam-diam 
membentuk perspektif baru 
tentang nikmat.

Dimensi sosial puasa juga 
tidak kalah dalam. Ketika se-
mua orang merasakan lapar 
pada waktu yang sama, 
lahirlah empati kolektif. Per-
bedaan status sosial seakan 
melebur dalam pengalaman 

yang sama. Tradisi berbagi 
makanan, bersedekah, dan 
memperbanyak kepedu-
lian sosial bukan sekadar 
budaya, tetapi refleksi dari 
hati yang lebih peka. Puasa 
menggeser fokus dari “aku” 
menjadi “kita.” Inilah fon-
dasi moral yang membuat 
masyarakat lebih beradab 
dan saling menguatkan.

Bagi generasi hari ini yang 
sering berbicara tentang self-
growth, healing, dan glow 
up, puasa sebenarnya adalah 
bentuk self-development 
paling komprehensif. Ia 
menyentuh aspek spiritual, 
emosional, sosial, bahkan 
intelektual. Glow up yang 
ditawarkan puasa bukan 
perubahan visual, tetapi 
transformasi karakter. Dari 
pribadi yang reaktif menjadi 
reflektif. Dari yang konsum-
tif menjadi selektif. Dari 
yang mudah goyah menjadi 
lebih kokoh.

Pada akhirnya, puasa 
adalah perjalanan kemba-
li kepada makna. Ia men-
gingatkan bahwa manusia 
bukan sekadar makhluk 
yang makan, bekerja, dan 
bersenang-senang, tetapi 
makhluk yang mencari arah 
dan tujuan. Puasa mengajar-
kan keseimbangan antara 
dunia dan akhirat, antara 
kebutuhan fisik dan kebu-
tuhan ruhani.

Dalam sunyinya, puasa 
membangun kekuatan yang 
tidak selalu terlihat, tetapi 
terasa dalam cara kita berpi-
kir, berbicara, dan bertindak.

Maka puasa bukan seka-
dar ritual tahunan. Ia adalah 
proses pembentukan diri 
yang terus berlanjut. Sebuah 
revolusi yang tidak gaduh, 
tetapi dalam. Sebuah glow 
up yang tidak selalu terlihat 
di luar, tetapi mengubah 
segalanya di dalam. ***

Apel yang mengusung 
tema “Membangun Eko-
sistem Pengelolaan K3 Na-
sional yang Profesional, 
Andal, dan Kolaboratif” 
ini dipimpin langsung oleh 
Gubernur Sulawesi Utara, 
Yulius Selvanus Komaling. 
Momentum ini menjadi pen-
gingat krusial bagi sektor 
ketenagalistrikan yang me-
miliki risiko tinggi untuk 
terus memperkuat standar 
keselamatan di setiap lini 
operasional.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi (UID) 
Suluttenggo, Usman Ban-
gun menegaskan bahwa 
pencapaian ini merupakan 
cerminan dari implementasi 
Safety Culture di lingkun-
gan PLN.

“Keselamatan adalah nilai 
utama yang tidak bisa dita-
war. Penghargaan SMK3 ini 

bukan sekadar apresiasi for-
mal, melainkan bukti nyata 
komitmen kami dalam mel-
indungi aset paling berharga 
perusahaan, yaitu Sumber 
Daya Manusia. Di PLN, 
kami percaya bahwa tidak 
ada yang lebih penting dari 
jiwa manusia. Kami terus 
bertransformasi untuk me-
mastikan setiap pekerjaan 
tidak hanya andal secara te-
knis, tetapi juga aman secara 
operasional,” tegas Usman.

Gubernur Sulawesi Utara, 
Mayjen TNI (Purn) Yulius 
Selvanus, SE dalam sambu-
tannya menekankan bahwa 
penerapan K3 adalah fonda-
si utama dalam menciptakan 
produktivitas dan keber-
langsungan usaha. Ia men-
gapresiasi perusahaan yang 
mampu mengintegrasikan 
K3 bukan sekadar sebagai 
kewajiban administratif, 

melainkan sebagai budaya 
kerja yang melekat.

Senada dengan hal ter-
sebut, Manajer PLN UP2D 
Suluttenggo, Muhammad 
Ariamuddin, menyampai-
kan bahwa penghargaan 
ini adalah hasil kerja keras 
kolektif seluruh tim yang di-
siplin dalam mitigasi risiko.

“Penghargaan ini adalah 
wujud dari komitmen kami 
dalam membangun budaya 
kerja yang aman dan ber-
kelanjutan. Keselamatan 
bukan hanya untuk peker-
ja, tetapi juga instrumen 
penting untuk memastikan 
layanan kelistrikan yang 
andal dan berkualitas bagi 
masyarakat,” ujar Aria.

Sementara itu, PLH Team 
Leader K3L UP2D Sulut-
tenggo, Lady Langkay, men-
ambahkan bahwa keber-
hasilan mempertahankan 

prestasi ini selama beberapa 
tahun berturut-turut me-
rupakan buah dari sinergi 
manajemen dan staf.

“Budaya K3 yang kon-
sisten memastikan setiap 
pekerjaan dilaksanakan den-
gan perencanaan matang 
dan kepatuhan prosedur 
yang ketat. Dengan pen-
gendalian risiko yang tepat, 
kami dapat meminimalisir 
human error sehingga kean-
dalan sistem kelistrikan di 
wilayah Suluttenggo tetap 
terjaga optimal,” jelas Lady.

Melalui momentum Bu-
lan K3 Nasional 2026, PLN 
UP2D Suluttenggo berko-
mitmen untuk terus berin-
ovasi dalam memperkuat 
ekosistem kerja yang sehat 
dan profesional demi men-
dukung ketahanan energi 
nasional.*HJ

Hingga Januari 2026, kata 
dia, progres konstruksi kese-
luruhan IGP Pomalaa telah 
mencapai 65,76 persen, men-
unjukkan eksekusi proyek 
yang on track.

Sementara itu, pemban-
gunan Main Haul Road 
(MHR) to stockpile telah 
mencapai 40 persen. Jalur ini 
menjadi tulang punggung 
distribusi material dari area 

tambang menuju fasilitas 
pengolahan dan pelabuhan, 
yang pada akhirnya akan 
meningkatkan produktivitas 
hauling dan menurunkan 
potensi logistics bottleneck.

Perkembangan ini mem-
perkuat profil capital ef-
ficiency proyek serta me-
ningkatkan visibilitas arus 
kas jangka menengah dan 
panjang. RHT

Negeri Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Fungsi Pen-
gawasan DPRD terhadap 
Tindak Lanjut Hasil Peme-
riksaan BPK.

“Pansus bertugas memba-
has LHP BPK, melaksanakan 
tugas sesuai peraturan pe-
rundang-undangan, serta 
melaporkan hasil pemba-
hasan atas temuan kepa-
tutan belanja daerah tahun 
2025 hingga triwulan keti-
ga,” jelasnya.

Dalam pembahasan ter-
sebut, Pansus menyoroti se-
jumlah temuan yang dinilai 
perlu segera ditindaklanjuti. 
Di antaranya, ketidaksesuai-
an pertanggungjawaban 
pembayaran listrik pada 11 
SKPD yang berujung pada 
kelebihan pembayaran se-
besar Rp345.823.000.

Tak hanya itu, realisasi 
biaya penginapan, trans-

portasi, uang harian, dan 
pelaksanaan perjalanan di-
nas yang tidak sesuai kon-
disi riil menyebabkan kelebi-
han pembayaran mencapai 
Rp1.179.615.026.“Secara 
umum pelaksanaan belanja 
daerah sudah efektif, namun 
memang masih ada bebe-
rapa persoalan yang perlu 
disikapi bersama agar sesuai 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan,” kata War-
di, menekankan pentingnya 
ketelitian dan kedisiplinan 
administrasi.

Sorotan Pansus juga men-
garah pada delapan jenis 
alat kesehatan yang belum 
memiliki surat izin edar dari 
Kementerian Kesehatan. 
Selain itu, terdapat ketidak-
sesuaian spesifikasi pada pe-
kerjaan modular operating 
system di RSUD Anuntaloko 
yang berdampak pada kele-
bihan pembayaran sebesar 

Rp987.987.120.000.
Data pemantauan men-

u n j u k k a n  t o t a l  t e m u -
an LHP BPK mencapai 
Rp2.801.000.000. Hingga 2 
Maret 2026, yang telah di-
setorkan ke kas daerah sebe-
sar Rp1.216.379.426, semen-
tara sisa yang belum disetor-
kan tercatat Rp1.585.489.444.

Angka-angka itu, bagi 
Pansus, bukan sekadar no-
minal, melainkan tanggung 
jawab yang harus diselesai-
kan tepat waktu.

Atas temuan tersebut, 
Pansus menyampaikan se-
jumlah rekomendasi stra-
tegis. Pertama, meminta 
Bupati Parigi Moutong sege-
ra menindaklanjuti hasil te-
muan BPK sesuai Peraturan 
BPK Nomor 2 Tahun 2017.

Kedua, mendorong agar 
sisa temuan sekitar Rp1,58 
miliar atau sekitar 43 persen 
segera disetorkan ke kas 

daerah sebelum batas waktu 
60 hari sejak diterimanya 
LHP BPK.

Selain itu, seluruh OPD 
diminta lebih cermat dalam 
pembayaran listrik guna 
mencegah kelebihan bay-
ar, sementara Inspektorat 
didorong lebih aktif sebagai 
fasilitator dalam meninda-
klanjuti rekomendasi BPK 
dan mencegah potensi te-
muan baru. 

Penguatan pengawasan 
internal menjadi kunci agar 
persoalan serupa tak kemba-
li terulang.

“Kami ingin ke depan tata 
kelola keuangan daerah se-
makin baik. Ini bukan untuk 
mencari kesalahan, tetapi 
memastikan pengelolaan 
anggaran sesuai aturan dan 
memberikan manfaat maksi-
mal bagi masyarakat,” tegas 
Wardi. AJI

dua, roda empat hingga 
sopir angkutan umum di 
Jalan Trans Sulawesi, Desa 
Pangi. 

Satu per satu paket takjil 
berpindah tangan, disertai 
senyum dan ucapan sela-
mat berbuka.

Aksi sederhana itu meng-
hadirkan suasana berbeda 
di tengah padatnya arus 
lalu lintas.

 Kehadiran aparat kepo-
lisian bukan dalam konteks 
penindakan, melainkan 
dalam balutan empati dan 
kebersamaan.

“Ramadan adalah mo-
mentum untuk mening-
katkan kepedulian dan 
memperkuat hubungan 
antara Polri dan masya-
rakat. Melalui kegiatan 
berbagi takjil ini, kami ingin 
menunjukkan bahwa Polri 
hadir bukan hanya sebagai 
penegak hukum, tetapi 
juga sebagai sahabat dan 
pelayan masyarakat,” ujar 
KOMPOL I Gusti Nyoman 
Suarta.

Kegiatan serupa juga di-

laksanakan di depan Mako 
Polsek Kasimbar. Dipim-
pin Kapolsek Kasimbar, 
IPDA I Komang Sukania, 
SH, didampingi personel 
dan Bhayangkari Ranting 
Kasimbar, sebanyak 150 
kotak takjil dan 150 gelas 
es buah dibagikan kepada 
warga dan pengguna jalan.

Dalam waktu sekitar 35 
menit, seluruh takjil ludes. 
Senyum dan ucapan terima 
kasih mengiringi setiap 
bingkisan yang diterima. 
Situasi berlangsung aman, 
tertib, dan penuh keakra-
ban.

“Ramadan adalah mo-
mentum memperkuat ke-
pedulian dan kebersamaan. 
Kami ingin masyarakat 
merasakan bahwa Polri 
selalu ada, bukan hanya 
saat ada persoalan hukum, 
tetapi juga dalam momen 
berbagi dan mempererat 
silaturahmi. Semoga apa 
yang kami lakukan hari ini 
membawa keberkahan bagi 
kita semua,” ungkap IPDA 
I Komang Sukania.

Kegiatan berbagi takjil 
ini merupakan bagian dari 
program sosial jajaran Pol-
res Parigi Moutong selama 
Ramadan, sekaligus upaya 
membangun kedekatan 
emosional dan kepercayaan 
publik melalui aksi nyata. 
Lebih dari sekadar mem-
bagikan makanan berbuka, 
kegiatan tersebut menjadi 
simbol sinergi antara ke-
polisian dan Bhayangkari 
dalam menumbuhkan se-
mangat gotong royong.

Di tengah laju kenda-
raan yang tak pernah be-
nar-benar berhenti di Jalur 
Trans Sulawesi, Ramadan 
menghadirkan jeda yang 
menenangkan.

Melalui langkah kecil 
namun bermakna, aparat 
kepolisian membuktikan 
bahwa kehadiran mereka 
dapat menjadi energi posi-
tif—menguatkan nilai ke-
bersamaan, menumbuhkan 
toleransi, dan menyejukkan 
hati masyarakat di bulan 
penuh berkah ini. AJI

Sekretaris DPRD Parigi 
Moutong, Nur Srikandi 
Puja, menegaskan bahwa 
kegiatan tersebut merupa-
kan wujud kepedulian ke-
luarga besar DPRD ter-
hadap masyarakat yang 
tengah menjalankan ibadah 
puasa.

“Ratusan takjil yang di-
bagikan hari ini adalah 
wujud kepedulian dan ke-
bersamaan pimpinan serta 
anggota DPRD Parigi Mou-
tong kepada masyarakat 
yang sedang menjalankan 
ibadah puasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemba-
gian takjil menyasar warga 
yang masih berada di per-
jalanan menjelang waktu 
berbuka, agar dapat segera 
membatalkan puasa tepat 
waktu meski belum sampai 
di rumah.

“Kami ingin membantu 
masyarakat, khususnya 

yang belum sempat sampai 
di rumah saat azan magrib 
berkumandang. Semoga 
takjil ini bisa sedikit merin-
gankan,” jelasnya.

Lebih dari sekadar agen-
da tahunan, kegiatan ter-
sebut menjadi momentum 
mempererat silaturahmi 
antara DPRD dan masya-
rakat. Ramadan, menurut 
Nur Srikandi, adalah ruang 
refleksi sekaligus kesem-
patan untuk memperkuat 
kebersamaan.

“Ramadan adalah bulan 
penuh berkah. Ini menja-
di kesempatan bagi kami 
untuk lebih dekat dengan 
masyarakat dan berbagi 
kebahagiaan,” katanya.

Ia juga menambahkan, 
kegiatan ini menjadi sim-
bol sinergi internal antara 
Sekretariat dan Anggota 
DPRD dalam menghadir-
kan pelayanan yang tidak 

hanya bersifat administra-
tif, tetapi juga sosial dan 
humanis.

“Kami ingin menunjuk-
kan bahwa DPRD tidak 
hanya bekerja dalam fungsi 
legislasi, pengawasan, dan 
anggaran, tetapi juga ha-
dir secara sosial di tengah 
masyarakat,” tegasnya.

Di tengah cahaya senja 
yang perlahan meredup, 
bingkisan-bingkisan seder-
hana itu menjadi penanda 
bahwa kehadiran wakil 
rakyat tak hanya terasa di 
ruang sidang, tetapi juga di 
jalanan—menyapa, berba-
gi, dan meneguhkan kede-
katan dengan masyarakat.

“Semoga apa yang kami 
lakukan hari ini membawa 
berkah dan semakin mem-
perkuat hubungan antara 
DPRD Parigi Moutong dan 
masyarakat,” pungkasnya. 
AJI

SULTENG RAYA - Dalam rangka mempe-
ringati HUT ke-29 Pertamina Patra Niaga 
sekaligus menyemarakkan Bulan Suci Ra-

madhan, Pertamina Patra Niaga Regional Su-
lawesi melalui Integrated Terminal Kendari 

melaksanakan kegiatan Santunan Ramadhan 
Anak Yatim di Panti Asuhan Sultan Al-Amin, 

Kelurahan Andonouhu, Kecamatan Poasia, 
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa 

(3/3/2026).

Kegiatan ini  menjadi 
wujud kepedulian sosial 
perusahaan yang diwujud-
kan secara langsung dan 
sederhana, melalui agenda 
silaturahmi dan penyera-
han bantuan sosial secara 
simbolis kepada pengurus 
panti.

Sebanyak 30 anak binaan 
Panti Asuhan Sultan Al-
Amin menerima manfaat 
dari program ini.

Momentum ini bukan se-
kadar seremoni, melainkan 
ruang untuk mempererat 
hubungan dan menghadir-
kan kebersamaan di tengah 
bulan penuh makna.

 Perwira IT Kendari ha-
dir tidak hanya membawa 
bantuan, tetapi juga waktu 
dan perhatian untuk berba-
gi cerita serta doa bersama 
anak-anak panti.

Ketua Yayasan Sultan 

Al-Amin, Mirawati Sultan, 
menyampaikan apresia-
sinya atas kepedulian yang 
diberikan.

 “Kami sangat bersyukur 
dan berterima kasih atas 
perhatian dari Pertamina 
Patra Niaga. Bantuan ini 
tentu sangat berarti bagi 
anak-anak kami, terlebih 
di bulan Ramadhan yang 
penuh berkah. Kehadiran 
langsung para perwira 
Pertamina  juga memberi 
semangat tersendiri bagi 
anak-anak,” ujarnya.

Area Manager Commu-

nication, Relations, & CSR 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi, Lilik Har-
diyanto, menegaskan bah-
wa kegiatan sosial seperti 
ini merupakan bagian dari 
komitmen perusahaan un-
tuk terus hadir dan mem-
beri dampak positif bagi 
masyarakat sekitar wilayah 
operasional.

 “Di usia ke-29 ini, kami 
ingin terus meneguhkan 
peran perusahaan bukan 
hanya sebagai penyedia 
energi, tetapi juga sebagai 
entitas yang tumbuh bersa-

ma masyarakat. Ramadhan 
menjadi momentum yang 
tepat untuk memperkuat 
nilai kepedulian dan ke-
bersamaan tersebut,” jelas 
Lilik.

Melalui kegiatan San-
tunan Ramadhan Anak 
Yatim ini, Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi 
berharap dapat terus mem-
perluas manfaat sosial yang 
berkelanjutan, sekaligus 
mempererat hubungan har-
monis dengan masyarakat 
di berbagai wilayah opera-
sionalnya. WAN

PERTAMINA memberikan santunan kepada panti asuhan Al Amin Kendari. FOTO: DOK. PERTAMINA SULAWESI
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Katanya, dalam meng-
hadapi era yang penuh ke-
tidakpastian ini, penting 
bagi mahasiswa untuk tidak 
hanya memiliki pengetahu-
an akademis, tetapi juga 
keterampilan praktis yang 
dapat mendukung mereka 
dalam beradaptasi dengan 
lingkungan yang terus be-
rubah.

Salah satu cara untuk 
mencapainya adalah dengan 
meningkatkan kemampuan 
diri dan membuka pikiran 
untuk terus belajar. “Maha-
siswa harus mampu menjadi 
pembelajar yang baik, yang 
tidak hanya mengandalkan 
materi yang diajarkan di 
bangku kuliah, tetapi juga 
mencari tahu berbagai hal 
baru yang relevan dengan 
perkembangan teknologi, 
ekonomi, sosial, dan buda-
ya. Mahasiswa harus selalu 
terbuka untuk memperbarui 

pengetahuan dan keteram-
pilan mereka agar dapat 
bersaing di dunia kerja yang 
semakin dinamis,” ujar Prof. 
Rajindra belum lama ini.

Lebih lanjut, ia mengu-
raikan bahwa keterampilan 
tersebut harus dapat men-
jawab berbagai tantangan 
yang ada di masa depan. 
Dalam konteks ini, pen-
ting untuk menguasai 
keterampilan teknis 
maupun keteram-
pilan lunak (soft 
skills) seperti 
k e m a m p u a n 
komunikas i , 
k r e a t i v i t a s , 
kerja tim, dan 
k e p e m i m -
p i n a n .  S e -
mua itu akan 
menjadi bekal 
penting dalam 
m e n g h a d a p i 
tuntutan dunia Rajindra

Prof Rajindra Dorong Mahasiswa Lebih 
Produktif dan Siap Hadapi Tantangan Zaman

SULTENG RAYA - Rektor Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Prof. Dr. 
H. Rajindra, SE., MM, mendorong mahasiswa 
untuk lebih produktif dan siap menghadapi 
tantangan serta perubahan zaman yang se-
makin cepat. Menurutnya, mahasiswa harus 
memiliki keterampilan yang relevan dengan 
perkembangan zaman agar dapat bertahan 
dan bersaing di masa depan.

profesional yang semakin 
kompetitif.

Rektor Unismuh Palu 
juga mengingatkan bahwa 
berbuat kesalahan adalah 
hal yang wajar dalam proses 
belajar. “Kesalahan adalah 
b a g i a n 
dari 

memiliki kesempatan untuk 
terlibat dalam berbagai ke-
giatan pembelajaran di luar 
kampus. Misalnya, mereka 
bisa melakukan magang 
di perusahaan-perusahaan 
terkemuka, terlibat dalam 
proyek pembangunan desa, 
mengajar di sekolah-se-
kolah, melakukan pertu-
karan pelajar, melakukan 
penelitian, menjalankan 
kegiatan wirausaha, serta 
mengikuti proyek kema-
nusiaan. Semua ini mem-
berikan pengalaman yang 
nyata dan bisa sangat ber-
guna untuk pengembangan 
diri mahasiswa,” ujar Prof. 
Rajindra.

Program ini juga dapat 
memperkuat jembatan an-
tara dunia pendidikan dan 
dunia industri, sehingga 
mahasiswa dapat lebih siap 
untuk terjun ke dunia kerja 
setelah lulus. Pengalaman 
langsung yang didapatkan 
mahasiswa selama men-
gikuti program Kampus 
Merdeka diharapkan dapat 
memperkaya kompetensi 
mereka, serta meningkatkan 
daya saing lulusan di pasar 
kerja. “Dengan pengalaman 
yang mereka dapatkan dari 
program ini, mahasiswa 
akan lebih percaya diri dan 
siap menghadapi tantangan 
apapun setelah lulus,” jelas 
Prof. Rajindra.

Lebih jauh, ia juga meny-
arankan agar mahasiswa 
Unismuh Palu tidak hanya 
mengandalkan pembelaja-
ran formal di kampus, tetapi 
juga aktif mencari peluang 
untuk mengembangkan 
diri secara mandiri, seperti 
mengikuti pelatihan, semi-
nar, dan berbagai kegiatan 
ekstrakurikuler yang bisa 
menunjang kemampuan 
mereka. Prof. Rajindra men-
gingatkan bahwa kesuk-
sesan masa depan tidak 
hanya ditentukan oleh IPK 
semata, tetapi lebih kepada 
keterampilan, karakter, dan 
pengalaman yang dimiliki.

Prof. Rajindra berharap 
mahasiswa Unismuh Palu 
dapat memanfaatkan setiap 
kesempatan yang ada untuk 
terus meningkatkan kualitas 
diri, agar mampu menjadi 
generasi yang lebih siap dan 
berdaya saing di masa de-
pan. “Saya berharap maha-
siswa Unismuh tidak hanya 
menjadi penerus bangsa, 
tetapi juga menjadi pemim-
pin yang inovatif, kreatif, 
dan siap menghadapi segala 
perubahan yang terjadi di 
dunia ini. Dengan bekal 
keterampilan yang cukup, 
mahasiswa akan mampu 
membawa perubahan positif 
bagi diri mereka sendiri, ke-
luarga, bangsa, dan negara,” 
tutupnya. ENG

Kunjungan tersebut ber-
langsung dalam suasana 
penuh keakraban dan men-
jadi momentum untuk mem-
pererat hubungan kelem-
bagaan antara Pemerintah 
Kota Palu dengan BPOM, 
khususnya dalam upaya 
meningkatkan pengawasan 
obat dan makanan serta 
memperluas pelayanan ke-
pada masyarakat dan pelaku 
usaha. Turut hadir men-
dampingi wali kota dalam 
pertemuan tersebut yakni 
Sekretaris Daerah Kota Palu, 
Irmayanti Pettalolo, serta 
sejumlah pimpinan organi-
sasi perangkat daerah (OPD) 
di lingkungan Pemerintah 
Kota Palu.

Kepala BPOM di Palu, 
Mardianto, menyampai-
kan bahwa kunjungan ini 

selain sebagai ajang silatu-
rahim juga bertujuan untuk 
menyampaikan undangan 
secara langsung kepada 
Wali Kota Palu terkait ren-
cana pengukuhan Unit Pe-
laksana Teknis (UPT) di 
lingkungan BPOM.

Menurut Mardianto, pe-
nataan UPT tersebut me-
rupakan bagian dari upaya 
penguatan kelembagaan 
BPOM di daerah, terma-
suk peningkatan klasifi kasi 
BPOM di Palu menjadi Balai 
Besar. 

Dengan peningkatan sta-
tus ini, diharapkan kapasitas 
pengawasan serta pelayanan 
kepada masyarakat dapat 
semakin optimal.

Adapun wilayah kerja 
Balai Besar POM di Palu 
nantinya akan mencakup 

SULTENG RAYA-Rek-
tor Universitas Tadulako 
(Untad), Prof. Dr. Ir. Amar, 
S.T., M.T  menyampaikan 
bahwa dari sekitar 11.000 
data pengusul yang masuk, 
sebanyak 10.678 mahasiswa 
dinyatakan lolos verifi kasi 
fi nal dalam program beasis-
wa Berani Cerdas.

Program beasiswa yang 
merupakan terobosan Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah tersebut kini mu-
lai dirasakan manfaatnya 
oleh ribuan mahasiswa. Di 
Untad, 10.678 mahasiswa 
telah terverifi kasi dan mene-
rima pembayaran beasiswa 
yang bersumber dari Angga-
ran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi 
Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, pe-
nerima manfaat program 
Berani Cerdas di Sulawesi 
Tengah diperkirakan men-
capai sekitar 32.000 ma-
hasiswa. Program ini juga 
mendapat perhatian positif 

dari Menteri Pendidikan 
Tinggi dan Sains dan Tekno-
logi yang direncanakan akan 
berkunjung ke Sulawesi 
Tengah untuk meluncurkan 
program tersebut secara 
resmi dalam rangka gerakan 
Kampus Berdampak.

D a l a m  w a w a n c a r a , 
Rektor berpesan kepada 
para penerima agar me-
manfaatkan dana beasiswa 
secara bijak dan bertang-
gung jawab. “Manfaatkan 
ini sebaik-baiknya. Anda 
betul-betul menggunakan 
dana APBD yang sangat luar 
biasa,” tegas Prof. Amar,  
Ahad (1/3/2026).

Ia juga mengimbau ma-
hasiswa untuk menyele-
saikan studi tepat waktu 
agar program beasiswa 
dapat terus berkelanjutan 
dan tidak menjadi beban 
bagi anggaran daerah pada 
tahun-tahun berikutnya, 
sekaligus membuka peluang 
bagi mahasiswa lain yang 
membutuhkan.

Menurut Rektor, program 
tersebut tidak berhenti pada 
tahun berjalan. Pihak uni-
versitas saat ini tengah men-
yiapkan skema penerimaan 
mahasiswa baru tahun 2026 
agar dapat terakomodasi 
dalam program beasiswa 
serupa.

Selain penguatan kapa-
sitas akademik, Untad juga 
mendorong pembinaan 
karakter dan nilai religius 
melalui rangkaian kegiatan 
Ramadan, mulai dari buka 
puasa bersama, peringatan 
Nuzulul Quran, hingga ren-
cana pelaksanaan salat Idul-
fi tri bersama di lingkungan 
kampus.

“Melalui dukungan pem-
biayaan pendidikan yang 
disertai penguatan karakter 
tersebut, mahasiswa diha-
rapkan tidak hanya unggul 
secara akademik, tetapi juga 
memiliki integritas, disiplin, 
dan tanggung jawab dalam 
menuntaskan studi,” tandas 
Rektor.*ENG

SEORANG mahasiswi Untad menerima secara simbolis Beasiswa berani Cerdas dari Gubernur 
Sulteng Anwar Hafi d. FOTO: IST

10.678 Mahasiswa Untad 
Dinyatakan Lolos Beasiswa

KUNJUNGAN kerja rombongan Kepala BPOM Palu di Kantor Setda Palu, Selasa (3/3/2026)  FOTO 
PPID KOMINFO PALU

Wali Kota Palu Terima Kunjungan 
Rombongan Balai Besar BPOM

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu,  Hadi-
anto Rasyid, menerima kunjungan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
di Palu, Mardianto, bersama rombongan 
pada Selasa (3/3/2026) di ruang kerja Wali 
Kota Palu.

sejumlah daerah di Sula-
wesi Tengah, yaitu Palu, 
Kabupaten Poso, Kabupaten 
Parigi Moutong, Kabupaten 
Tolitoli, Kabupaten Dong-
gala, Kabupaten Buol, Ka-
bupaten Sigi, Kabupaten 
Morowali, serta Kabupaten 
Morowali Utara. Penataan 
dan penguatan UPT BPOM 
ini juga diarahkan untuk 
mendukung program nasi-
onal Makan Bergizi Gratis 
(MBG), yang saat ini men-
jadi salah satu fokus peme-
rintah dalam meningkatkan 
kualitas gizi masyarakat, 
khususnya bagi anak-anak 
dan kelompok rentan. 

Dengan adanya pening-
katan status BPOM di Palu 
menjadi Balai Besar, penga-
wasan terhadap keamanan 
pangan yang beredar di 
masyarakat diharapkan se-
makin maksimal.

Selain itu, keberadaan 
Balai Besar POM di Palu 
juga diharapkan mampu 
memperluas keterjangkauan 
pelayanan publik, khusus-
nya dalam pendampingan 
kepada pelaku usaha mikro 
kecil di bidang obat, bahan 

alam, kosmetik, serta pan-
gan olahan. 

Pendampingan tersebut 
meliputi proses pembin-
aan, pengawasan, hingga 
fasilitasi agar produk yang 
dihasilkan memenuhi stan-
dar keamanan, mutu, dan 
kelayakan edar.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Wali Kota Hadianto 
menyampaikan apresia-
si atas kunjungan jajaran 
BPOM di Palu. 

Wali kota menilai bahwa 
peningkatan status BPOM 
di Palu menjadi Balai Besar 
merupakan langkah strate-
gis yang akan memberikan 
dampak positif bagi dae-
rah, terutama dalam hal 
perlindungan masyarakat 
serta pengembangan pelaku 
usaha lokal.

Wali kota juga mene-
gaskan bahwa Pemerintah 
Kota Palu siap mendukung 
berbagai program dan ke-
bijakan BPOM, terutama 
yang berkaitan dengan pen-
gawasan produk obat dan 
makanan, peningkatan ku-
alitas produk UMKM, serta 
perlindungan konsumen 
di Kota Palu dan wilayah 
sekitarnya.

Menurut wali kota, sinergi 
antara pemerintah daerah 
dan BPOM sangat penting, 
terlebih dalam menghadapi 
perkembangan industri pan-
gan olahan dan produk ke-
sehatan yang semakin pesat. 

Dengan pengawasan yang 
baik serta pembinaan yang 
berkelanjutan, diharapkan 
produk-produk lokal dapat 
berkembang dan memili-
ki daya saing yang tinggi, 
sekaligus tetap memenuhi 
standar keamanan yang 
ditetapkan.

Diharapkan melalui kola-
borasi yang semakin erat 
antara Pemerintah Kota 
Palu dan BPOM, kualitas 
pengawasan serta pelayanan 
kepada masyarakat dapat 
terus ditingkatkan. ABS

proses menuju perbaikan 
dan peningkatan keterampi-
lan. Tidak ada proses yang 
sempurna, dan kita harus 
siap menghadapi kegaga-
lan. Yang terpenting adalah 
bagaimana kita segera mem-
perbaiki kesalahan tersebut, 
belajar darinya, dan terus 
berusaha untuk menjadi 
lebih baik,” lanjutnya.

Berkaca dari penga-
laman, Prof. Rajindra 
menyampaikan bahwa 
mahasiswa yang berha-
sil adalah mereka yang 
mampu bangkit setelah 
gagal, memperbaiki diri, 

dan terus belajar tanpa 
menyerah. “Keterampi-
lan yang kita miliki akan 
terus berkembang seiring 

dengan pengalaman dan 
usaha kita untuk belajar 
dari setiap kesalahan. Ma-
hasiswa harus memiliki se-

mangat untuk terus belajar 
dan berkembang, ka-

rena hanya dengan 
demikian mereka 
dapat menyesuai-
kan diri dengan 
perubahan yang 
terjadi begitu 
cepat,” tambah-
nya.

Sebagai ge-
nerasi penerus 

bangsa, ma-
hasiswa juga 
dituntut un-

tuk memiliki keterampi-
lan dan kemampuan yang 
mumpuni dalam menyikapi 
perubahan zaman yang be-
gitu pesat. 

Prof. Rajindra mengung-
kapkan bahwa dunia se-
karang tidak hanya mem-
butuhkan lulusan dengan 
kemampuan akademis ting-
gi, tetapi juga keterampi-
lan yang dapat diterapkan 
langsung di dunia kerja 
dan kehidupan sehari-ha-
ri. Dalam menghadapi pe-
rubahan global yang begitu 
cepat, mahasiswa harus 
siap dengan keterampilan 
yang bersifat aplikatif, yang 
dapat digunakan di berbagai 
bidang kehidupan.

Salah satu langkah pen-
ting untuk mencapainya 
adalah melalui program 
Kampus Merdeka yang 
digagas oleh pemerintah. 
Program ini memberikan ke-
sempatan kepada mahasis-
wa untuk lebih berkembang 
di luar kampus, di mana 
mereka bisa terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran yang 
tidak hanya terbatas pada 
ruang kelas. Program ini 
dapat menjadi wadah bagi 
mahasiswa untuk mengasah 
keterampilan melalui ber-
bagai pengalaman praktis 
yang sangat bermanfaat.

“Melalui program Kam-
pus Merdeka, mahasiswa 


